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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung 

jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang 

secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berkaitan 

dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal 

tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi 

manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara 

dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J 

ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 

NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib 

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan 

pemerintahan  di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat. Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan pembagian 

urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat sebagai berikut: 
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SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT 
DAERAH 

PROVINSI 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

a. Standarisasi 
tenaga satuan 
polisi pamong 

praja 
b. Penyelenggaraan 

pendidikan dan 
pelatihan, dan 
pengangkatan 

penyidik pegawai 
negeri sipil 
(PPNS) penegak 

Perda 

a. Penanganan 
gangguan 
ketenteraman 

dan ketertiban 
umum lintas 

Daerah 
kabupaten/kot
a dalam 1 

(satu) Daerah 
provinsi 

b. Penegakan 

Perda Provinsi 
dan peraturan 

gubernur 
c. Pembinaan 

PPNS Provinsi 

a. Penanganan 
gangguan 
ketenteraman dan 

ketertiban umum 
dalam 1 (satu) 

Daerah 
kabupaten/kota 

b. Penegakan Perda 

kabupaten/kota 
dan peraturan 
bupati/walikota 

c. Pembinaan PPNS 
kabupaten/kota 

 
   

 Meskipun pada tatanan normatif telah kita ketahui bahwa 

antara pemerintah dan setiap orang memiliki porsinya masing-

masing dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman 

dan perlindungan masyarakat, namun faktanya masih terdapat 

sejumlah persoalan dalam bidang penyelenggaraan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota 

Bontang. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya 

pertama, belum adanya perlindungan atas tata nilai yang butuh 

dipelajari, diajarkan, dipertahankan, dan ditegakkan dalam 

bentuk ketertiban. Bagi Pemerintah Kota Bontang, upaya 

memelihara ketertiban menjadi sangat penting dilakukan 

mengingat Kota Bontang merupakan bagian dari wilayah 

Kalimantan Timur yang sangat menjunjung tinggi tata nilai. 

Sehingga menjaga ketertiban adalah kebutuhan yang mendasar 

bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Apalagi ancaman dari 

adanya potensi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban 

sangat mungkin terjadi. Tentu menjadi ironi bagi daerah yang 

dianggap menjunjung tinggi tata nilai apabila ketenteraman dan 

ketertiban tidak dapat tercipta. Oleh karenanya, terpeliharanya 
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ketertiban yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan 

tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. 
 

Kedua, Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya 

menjalankan urusan wajib di bidang ketertiban umum. Hal itu 

bisa di ukur dari belum adanya perangkat hukum yang secara 

komprehensif mengatur mengenai ketertiban umum, ketenteraman 

dan perlindungan masyarakat. Padahal hal tersebut menjadi 

urusan wajib pemerintah daerah, maka penyelenggaraannya harus 

diatur dalam suatu instrumen hukum. Disisi lain, pengaturan 

mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat ini menjadi perlu dihadirkan guna 

menjadi payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 
 

Ketiga, masih ditemukan adanya angka pelanggaran terhadap 

penyelenggaraan ketertiban. Meskipun berstatuskan sebagai 

daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, 

namun jumlah penduduk sebesar 178.7184 sedikit banyak cukup 

memberi dampak terhadap kerentanan dibidang ketertiban. 

Terbukti, per Januari tahun 2017 saja dapat diketahui bahwa 

terdapat setidaknya terdapat 383 kasus pelanggaran terhadap 

ketertiban umum. Pelanggaran tersebut didominasi oleh pedagang 

kaki lima sebanyak 190. Pada peringkat kedua terdapat 

pelanggaran ketertiban umum dan masyarakat seperti mabuk-

mabukan, ngelem, bolos sekolah, jenis perjudian gepeng, bukan 

pasangan suami istri, pengamen, pacaran ditempat gelap serta 

tower tidak berizin sebanyak 80 kasus. Di tempat ketiga, 50 

pelanggaran Kartu Tanda Penduduk (KTP). Beberapa warga 

terjaring lantaran tidak memiliki kartu identitas, berbeda domisili, 

luar daerah maupun memiliki KTP ganda. Semetara 49 kasus 

tercatat melanggar pemasangan reklame tidak pada tempatnya, 

tidak berizin, ataupun izinnya tidak berlaku lagi. Terakhir, 15 

kasus pelanggaran bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB).   



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat 

8 
 

Keempat, masih terjadinya gesekan antara petugas Satpol PP 

dan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran 

terhadap ketertiban umum. Hal ini menjadi suatu dilematika 

tersendiri bagi pemerintah daerah sebab disatu sisi ada kewajiban 

menegakkan perda namun disisi yang lain ada pula kewajiban 

untuk melindungi masyarakat Kota Bontang. Untuk itu, 

dibutuhkan formulasi untuk meminimalisir hal tersebut. 
 

Kelima, dalam urusan ketertiban dalam menjaga kebersihan dan 

keindahan, faktanya jumlah penduduk sebesar 178.7186 sedikit 

banyak juga cukup memberi dampak terhadap kebersihan dan 

keindahan di Kota Bontang. Perlu diketahui bahwa dalam sebulan, 

produksi sampah di kota bontang bisa mencapai 2.700 ton. Hal ini 

diperparah dengan masih banyak warga yang membuang sampah 

di luar jadwal yang telah ditentukan. Dalam setiap harinya, 

petugas kebersihan dapat mengangkut 90 ton sampah untuk 

diolah di Tempat Pembuangan Akhir. 
 

Dari beberapa uraian mengenai pelanggaran yang terjadi di 

Kota Bontang di atas, dapat diketahui bahwa perilaku tertib belum 

sepenuhnya terbangun pada masyarakat di Kota Bontang. Perlu 

disadari bahwa kondisi yang demikian sesungguhnya menjadi 

permasalahan awal munculnya masalah-masalah lain. Apabila 

ingin penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat dapat berjalan sebagaimana diinginkan, 

dibutuhkan suatu regulasi organik yang secara rigid mengatur 

mengenai hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. 
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B.  Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, 

maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 
 

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat 

di Kota Bontang? 
 

2. Mengapa perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan 

masyarakat? 
 

3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat? 
 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah 

pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat? 

 
 

C.  Tujuan dan Kegunaan 
 

Tujuan penulisan naskah akademik ini, dimaksudkan untuk 

mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 

disusun secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 

Masyarakat. Secara garis besar, tujuan penulisan naskah 

akademik ini adalah: 
 

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat di Kota Bontang; 
 

2. merumuskan alasan perlunya rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat; 
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3. merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, dan 

yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan 

Masyarakat; dan 
 

4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah 

pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah 

tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan 

Masyarakat. 
 

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai 

bahan kajian awal dalam proses penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat. 

 
 

D. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis 

normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah 

(terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-

Undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil 

pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat 

dilengkapi dengan diskusi, dan rapat dengar pendapat. 

 

1.  Sumber Data 
 

Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun 

naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang 

berupa: 
 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer dalam penyusunan naskah akademik 

ini adalah: 
 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  
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2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 
 
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. 

4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
 
5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. 
 
6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. 
 
7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial. 

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
9) Undang-Undang 2 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
 
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. 
 
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 
 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja. 
 
13) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2002 

tentang Izin Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi 

Umum. 
 
14) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2001 

tentang Bangunan Gedung. 
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15) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif 

Lapangan. 
 
16) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 
 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri 

dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu eksiklopedia dan 

kamus. 

 

 
2.  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data dalam penyusunan naskah 

akademik ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu 

melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, 

jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintahan daerah 

ditingkat kabupaten/kota, serta informasi elektronik (internet) 

perihal penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat. Selain itu juga melakukan Focus 

Group Discussion (FGD) dan wawancara untuk melengkapi 

data dalam naskah akademik ini. Hal ini bertujuan agar 

penelitian ini secara sistematis dan obyektif dapat mengetahui 

pentingnya menyelenggarakan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat. 
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3.  Metode Pendekatan 

 
Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik 

ini menggunakan pendekatan: 
 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu 

mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian sebagai 

upaya penajaman analisis dan menyeluruh (holistic), maka 

digunakan juga pendekatan: 
 

1) Yuridis normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang 

menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal 

(filosofis) yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan 

dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan 

pelaksanaan kaidah hukum; 

2) Yuridis normatif-positif, yaitu pendekatan atau kajian 

yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai 

kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh dilakukan. Kajian ini sifatnya preskriptif, 

menentukan apa yang salah dan apa yang benar. 
 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu 

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin. Dengan berangkat dari pemahaman 

terhadap teori, asas, doktrin yang ada. Maka, dapat 

membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan 

antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga 

selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam 

rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan 

hukum yang dikaji dalam hal ini terwujud konsep terkait 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat di Kota Bontang. 
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4.  Analisis Bahan Hukum 
 

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini 

dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian 

dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya 

merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi 

terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat 

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Pertama, 

seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait objek 

penelitian dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini 

juga dilengkapi dengan hasil focus group discussion (FGD) 

dengan stakeholders di Kota Bontang. 

 
Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 

ruang lingkup, dan identifikasi masalah (sebagaimana yang 

telah disebutkan diatas) yang telah diperoleh akan disajikan 

dengan pendekatan deskriptif analitis, sehingga kajian yang 

dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi 

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat Kota Bontang. 
 

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara 

analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga 

memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif secara mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat 

menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan 

dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.9 
 

Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan 

penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran 

sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum 

yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan 

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang 
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diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
 

1. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian 

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian; 

2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya 

disistematisasikan; 
 

3. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian 

dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan kesimpulan nantinya. 
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BAB II 

 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 
 
 

A.  Kajian Teoritis 
 

1. Teori Walfare State dan Peran Negara dalam 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat 
 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, negara wajib untuk ikut 

melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Amanat tersebut dapat dilihat dalam alinea keempat 

yang mengandung makna bahwa negara wajib memenuhi 

kebutuhan serta perlindungan bagi setiap warga negara 

melalui sistem pemerintahan yang baik sehingga tercipta 

kesejahteraan bagi warga negara. 
 

Dengan demikian secara yuridis filosofis sesungguhnya 

konsepsi negara kesejahteraan (welfarestate) di Indonesia 

sudah ada sejak negara ini pertama kali didirikan. Moh. 

Yamin, pada saat pembentukan negara Indonesia Tahun 1945 

pernah berpendapat bahwa negara yang akan dibentuk 

semata-mata hanya untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan 

seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang 

menjadi kepunyaannya. Kesejahteraan rakyat yang dimaksud 

adalah keadilan sosial. Dalam garis besar, negara 

kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal 

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting 

kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara 

universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker, 
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misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “...stands 

for a developed ideal in which welfare is provided 

comprehensively by the state to the best possible standards. 

Sementara Bagir manan, menyebutkan, bahwa dimensi 

sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah 

berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan 

dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) 

dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi Ini 

secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan 

(Verzorgingstaat, Welfare Strate). 

Di Inggris, konsep Welfare State difahami sebagai 

alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan 

stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi 

orang-orang miskin.12 Berbeda dengan sistem dalam the poor 

law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan 

sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang 

sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of 

citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state 

obligation), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan 

untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh 

penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya 

dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk 

mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan 

jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan 

kesejahteraan (wellbeing) warga negara secara adil dan 

berkelanjutan. 

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup 
 

deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian 

kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). 

Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem 

pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus 

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara 

kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan 
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ideologi dan teori, khususnya yang berideologi sayap kiri (left 

wing view), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial 

Demokratik. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep 

negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara 

demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. 

Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering 

dipandang sebagai strategi “penawar racun‟ kapitalisme, yakni 

dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state 

sering disebut sebagai bentuk dari “kapitalisme baik hati‟ 

(compassionate capitalism).14 Sebagai ilustrasi, Thoenes 

mendefinisikan welfare state sebagai “a form of society 

characterised by a system of democratic government-sponsored 

welfare placed on a new footing and offering a guarantee of 

collective social care to its citizens, concurrently with the 

maintenance of a capitalist system of production”. Meski dengan 

model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis 

seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah 

beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-

negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak 

menganut welfare state, karena mereka bukan negara 

demokratis maupun kapitalis. 
 

Welfare state sebagaimana dijelaskan oleh Geoff 

Bertram16, adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul 

menggantikan konsep legal state atau negara penjaga malam. 

Walfare state merupakan bentuk peralihan prinsip 

staatsonthouding (pembatasan peran negara dan pemerintah 

untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat) menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki 

negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi 

dan sosial, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum, di samping menjalankan ketertiban dan keamanan rust 

en orde. 

Di Indonesia, Konsep negara kesejahteraan merupakan 

wujud dari negara hukum yang mempunyai ciri: Asas 
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Legalitas, Asas Persamaan dalam Hukum, dan Peradilan yang 

bebas.17 Dalam menjalankan tuganya pemerintah Indonesia 

harus menjaga segala tindakannya agar berada dibawah 

naungan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu setiap 

campur tangan penguasa yang diberi izin, hal ini bertujuan 

untuk, Pertama, menjaga ketertiban masyarakat; Kedua, 

mengatur kehidupan masyarakat; Ketiga, menyelesaikan atau 

mencegah konflik atau sengketa; Keempat, menegakkan 

keamanan dan ketertiban 
 

Di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan 

negara kesejahteraan diamanatkan bahwa: 

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada 

segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh 

wilayah teritorial Indonesia; 

2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum; 
 

3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 

(empat) makna: sebagai kondisi sejahtera (well being); sebagai 

pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses 

terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga 

sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian 

pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 
 

Berkaitan dengan konsep negara Welfare State, 

pemenuhan negara terhadap warga negara tidak terbatas pada 

bidang ekonomi, sosial, pendidikan, melainkan pada 

pemenuhan hak-hak asasi warga negara baik secara kolektif 

maupun secara individu, yang salah satunya ialah penjaminan 

terhadap perlindungan keamanan kepada warga negaranya. 

Pemenuhan perlindungan keamanan dan ketenteraman 

terssebut diharapkan dapat menghadirkan ketertiban di 

masyarakat. Dengan adanya campur tangan oleh pemerintah 

terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga jangkauan 
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kinerja yang meluas, terlebih lagi tidak semua kehidupan 

masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

Untuk itu pengaturan lebih lanjut perlu dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya. Dengan 

harapan jangkauan negara dalam mengatur kehidupan 

masyarakat dapat terjamin. 

Negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik 

dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.21 Kemudian Pasal 18 

ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Pemerintahan 

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.22 

Dalam hal otonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini pada 

prinsipnya ialah untuk mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan 

asas otonomi dan pembangunan. 
 

Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal ini bertujuan 

agar terciptanya kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan 

pembangunan yang dilaukan oleh Negara dan pemerintah 

daerah dapat mencapai kesejahteraan rakyat. 
 

Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut yang 

dimaksud prinsip otonomi yang seluas luasnya adalah daerah 

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, hal 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai 

realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka 
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pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat 

berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung 

pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga 

(stick holder) atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk 

mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan 

daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah 

khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik 

berupa organisasi maupun sumber daya manusia. 
 

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah 

dalam prinsip otonomi daerah adalah membentuk berbagai 

perangkat-perangkat penunjang berupa aparatur daerah yang 

memiliki fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan 

pemerintah daerahnya. Dalam hal ini, fungsi negara yang 

memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, 

ketertiban dan keamanan bagi warga. Salah satu aparatur 

yang memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan 

pemerintahan daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP). Perangkat aparatur ini bertugas sebagai pembantu kepala 

daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai 

suatu aparatur dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman 

dan perlindungan masyarakat demi tercapainya hak-hak yang 

melekat bagi warga negara. 
 

Hal di atas tercermin pada Pasal 148 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan, “Untuk 

membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. 
 

Dalam hal mengantisipasi perkembangan dan dinamika 

kegiatan masyarakat sehubungan dengan tuntutan era 

globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman 

dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu 

kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk 
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meningkatkan mutu kehidupannya serta terjaminnya 

perlindungan bagi warga negara. 

 

 

2. Teori Desentralisasi, antara Kewenangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah 
 

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, 

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 

republik”. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan ialah 

dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagai 

pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan pemerintah 

nasional tersebut-lah yang kemudian membentuk daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 

berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 diatur tentang Pemerintahan 

Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar 

dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-

daerah yang bersifat istimewa. 
 

Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah 

provinsi akan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. 

Daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi yang 

kesemuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang. 
 

Lebih lanjut, R. Abdoel Djamali mengatakan, berdasarkan 

Pasal 18, 18A, dan 18B sistem penyelenggaraan pemerintahan 

dilakukan dengan desentralisasi. Kemudian ketentuan norma 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diturunkan 

kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah atau yang sering disebut dengan 

Undang-Undang Otonomi Daerah yang menyatakan, 

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat 

23 
 

dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-

luasnya”. 
 

Dalam buku yang sama, R. Abdoel Djamali merumuskan 

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang-

Undang Otonomi Daerah sebagai berikut: 
 

a) Pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945. 
 

b) Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan dipegang oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya. 
 

c) Pemerintah daerah terdiri atas gubernur, bupati atau 

walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

d) Pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  wajib 
 

menyelenggarakan daerah masing-masing melalui 

peraturan daerah (Perda), kecuali urusan nasional seperti 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, militer 

dan fiskal nasional, dan agama. 
 

e) Gubernur yang karena jabatannya, berkedudukan sebagai 

wakil pemerintahan di wilayah provinsi yang bersangkutan. 

Tugasnya terdiri atas: 
 

1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintah daerah kabupaten/kota; 
 

2) Koordinator penyelenggaraan urusan pemerintah di 

daerah provinsi dan kabupaten/kota; 
 

3) Koordinator pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah provinsi 

dan kabupaten/kota. 
 

f) Bupati/walikota karena jabatannya, berkedudukan sebagai 

kepala daerah kabupaten/kota di wilayah yang 

bersangkutan. 

Tugasnya antara lain: 
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1) Menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan 

perda; 
 

2) Melakukan pembangunan daerah sesuai sumber daya 

yang dimiliki; 
 

3) Merencanakan dan mengatur anggaran daerah termasuk 

pendudikan; 
 

4) Membuat perhitungan perimbangan kauangan atas hasil 

sumber daya alam yang berada di bawah wewenang 

pemerintahan pusat. 
 

g) Kecamatan yang dibentuk di wilayah kabupaten/kota 

melaksanakan tugas: 
 

1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

ketenteraman, ketertiban umum, penerapan, dan 

penegakan peraturan perundangan, pelayanan umum. 
 

2) Membina  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/ 
 

atau kelurahan. 
 

Keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah 

merupakan manifestasi dari keberadaan demokrasi. Demokrasi 

sendiri sering diartikan sebagai suatu sistem yang menjunjung 

tinggi kedaultan rakyat, yang berarti mengharuskan adanya 

pembagian kekuasaan,  karena kekuasaan yang 

terpusat cenderung terjadi penyalahgunaan wewenang dan 

otoritarianisme yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. 

Sementara pembagian kekuasaan terdiri atas 2 macam, yakni 

pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Secara 

horizontal tercermin pada kelembagaan negara yang sederajad, 

sedangkan secara vertikal melahirkan desentralisasi dan 

otonomi daerah. Kemudian menurut M. Mahfud MD, asas 

desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan 

kekuasaan, yang dengan demikian berarti merupakan salah 

satu cara menegakkan negara hukum. 
 

Pada awalnya, negara sebagai organisasi kekuasaan selalu 

menganut asas sentralisasi, yang berati kekuasaan terpusat 

pada pemerintah pusat, dalam perjalanannya semakin meluas 
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kompleksitas permasalahan yang disebabkan karena 

kepadatan penduduk dari berbagai wilayah sehingga 

pemerintah tidak dapat menjangkau semua kebutuhan 

masyarakat di daerah tersebut, mengharuskan adanya 

distribusi kewenangan dari pusat ke daerah atau yang saat ini 

disebut desentralisasi. 
 

Lebih lanjut Bhenyamin Hoessein mengatakan, kedua 

asas tersebut tidak dikotomis, tetapi berupa kontinum. Kita 

tidak dapat melihat salah satu di antara dua alternatif 

tersebut. Karena adanya desentralisasi di sebabkan adanya 

sentralisasi dan tidak mungkin adanya desentralisasi tanpa 

sentralisasi dan begitu sebaliknya. Hampir tidak ada negara 

yang menganut desentralisasi 100% dan begitu sebaliknya, 

kecuali bagi Negara yang menyerupai negara kota. Hal senada 

juga di sampaikan oleh Hans Kelsen tidak mungkin terdapat 

total centralization atau total decentralization. Disamping itu, 

selalu terdapat suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi tidak pernah 

terdapat suatu urusan pemerintahan apa pun di negara 

kesatuan yang sepenuhnya diselenggarakan secara 

desentralisasi. 
 

Sedangkan pengertian desentralisasi secara etimologis 

berasal dari bahasa latin yang berarti de = lepas dan centrum = 

pusat, dengan demikian dapat diartikan melepaskan dari 

pusat.33 Dalam arti daerah dapat melepaskan dari pengaruh 

kekuasaan negara, sementara dari sudut ketatanegaraan, 

desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan 

pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 
 

Beberapa kalangan ahli berusaha untuk meberikan 

pendefinisan mengenai dessentralisasi dengan berbagai variasi 

dan perkembanganya. Logemann dalam Reynold Simandjuntak 

mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan 
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bertindak merdeka (vrije beweging) yang diberikan kepada 

satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri 

daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif 

sendiri yang disebut otonomi, yang oleh Van Vollenhoven 

dinamakan “eigenmeesterschap”. 

Cese J. Ribot dalam bukunya Waiting For Democracy ; The 

Politic of Choice In Natural Resource Decentralization 

mendefinisikan: “Decentralization is usually defined as any act 

by which central government formally cedes powers to actors 

and institution at lower levels in a political administrative and 

territorial hierarchy.” 
 

Sedangkan Wesber mengatakan, “The decentralize means 

to devide and distribute as governmental administration; to 

withdraw from the center or place of concentration”. 

Desentralisasi berarti membagi dan medistribusikan 

kekuasaan dari pusat ke daerah, misalnya administrasi 

pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat 

konsentrasi. 
 

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, desentralisasi 

pada prinsip dan praktiknya terlihat dari kebijakan otonomi 

daerah yang di lakukan dengan mendesentralisasikan 

kewenangan-kewenagan yang selama ini tersentralisasi di 

tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, 

kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke 

pemda sebagaimana mestiya sehingga terwujud pergeseran 

kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota seluruh 

Indonesia. 
 

Jimly kemudian membedakan pengertian desentralisasi ke 

dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu (1) dekonsentrasi yang 

merupakan ambtelijke decentralitatie atau dekonsentralisasi 

administratif dan (2) desentralisasi politik atau staatkundige 

decentralitatie. Dalam hubunganya dengan bidang kajian 

hukum administrasi negara, desentralisasi administratif dapat 

kita namakan desentralisasi ketatausahaan negara. Dalam 
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ambtelijke decentralitatie terjadi pelimpahan kekuasaan dari 

alat perlengkapan negara tingkat atas kepada alat 

perlengkapan pemerintahan tingkat bawahanya guna 

melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. 
 

Pada umumnya desentralisasi dapat di golongkan menjadi 

3 (tiga) yaitu (1) desentralisasi dalam arti dekonsentrasi (2) 

desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, (3) 

desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan 

kewenangan. 
 

Devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan yang 

diberikan pusat kepada daerah kabupaten/kota dalam hal ini 

adalah mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 

 

3.  Teori Rekayasa Sosial 
 

Hukum sebagai aturan berkehidupan masyarakat 

diharapkan mampu menjadi alat untuk menuju kesejahteraan 

sosial, sehingga keberadaannya mampu mengubah kondisi 

suatu masyarakat tertentu. Jika dilihat dari segi perubahan 

hukum dengan perubahan masyarakat, ada dua macam 

perubahan hukum. Pertama, Perubahan hukum yang bersifat 

ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah lebih 

dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan 

dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan 

dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam 

masyarakat. 
 

Kedua, Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam 

hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan 

tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap 

perubahan dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat 

mempraktikkan perubahan dimaksud, hukum sudah terlebih 

dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik 

perubahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, berlakulah 

ungkapan “hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat” (law 
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as a tool of social engineering), suatu ungkapan yang awal 

mulanya diperkenalkan oleh ahli hukum USA yaitu Roscoe 

Pound. 

Roscoe Pound menciptakan konsep rekayasa sosial 

dilatarbelakangi pada ketidakmungkinan untuk memenuhi 

semua keinginan dari kemauan setiap individu. Oleh karena 

itu, untuk memenuhi keinginan manusia secara maksimal 

akan tetapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat maka diperlukan adanya rekayasa sosial. Alasan 

yang mendesak untuk mengadopsi konsep rekayasa sosial 

tersebut tidak lain adalah adanya konflik. Kepentingan masing-

masing individu yang saling bertentangan adalah subjek dari 

rekayasa sosial. Rekayasa sosial didasarkan pada anggapan 

bahwa hukum digunakan sebagai sarana membentuk 

masyarakat dan mengatur tingkah laku masyarakat. Oleh 

karena itu, konsep ini adalah usaha untuk mengendalikan 

manusia melalui bantuan hukum. Menurut Pound, “Law is 

sosial engineering which means a balance between the 

competing interst in society”. Hukum sebagai rekayasa sosial 

yang menyeimbangkan berbagai persaingan kepentingan di 

masyarakat. Dengan demikian konsep ini digunakan untuk 

menyelesaikan masalah individu dan sosial. 

Agar dalam pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk 

pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, 

hendaknya perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan 

apaya menjadi inti pemikiran aliran sociological jurisprudence 

yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang 

hidup di dalam masyarakat. Law as tool of social engineering 

dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk 

mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem 

peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat 

dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga 

proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata 
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melalui penggunaan kekuasaan (alat rekayasa sosial). Supaya 

hukum dapat melakukan fungsi tersebut, Pound membuat 

suatu daftar penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) 

Kepentingan-kepentingan umum (public interest); (2) 

Kepentingan-kepentingan sosial (social interest); dan (3) 

Kepentingan-kepentingan individu (individual interest. 

Kepentingan-kepentingan tersebut digolong-golongkan dengan 

maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses 

pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau 

sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan 

keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. Dalam 

pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan 

mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan 

kekuasaan. Dengan demikian, akan terjadi perubahan-

perubahan sosial, dan membawa kemajuan dalam masyarakat 

dan peradabannya. 
 

Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan 

dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat. Faktor dimaksud ialah sebagai berikut:  
 

1. mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga 

serta ajaran-ajaran hukum; 
 

2. melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan 

peraturan perundang-undangan serta dampak yang timbul 

dari produk hukum tersebut; 
 

3. melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan 

yang efektif; serta 
 

4. memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana  suatu 
 

hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam 

masyarakat. 
 

Gagasan Pound tersebut sangat penting dalam menunjang 

proses pembangunan, begitu pula dengan pembangunan 

daerah. Perlu disadari bahwa dalam mengupayakan 

perubahan sosial ke arah yang lebih baik (pembangunan 
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masyarakat) tentu akan diperhadapkan pada berbagai 

benturan kepentingan. Di sini hukum berfungsi mengatasi 

benturan kepentingan dengan memilih dan mengakui 

kepentingan yang lebih utama. Akibatnya, hak dan 

kepentingan perorangan dapat dikorbankan demi ketertiban, 

kepentingan umum, dan keadilan. 
 

Pada tingkat daerah terdapat produk hukum yang berupa 

peraturan daerah. Peraturan Daerah sebagai hukum dapat 

dilihat fungsinya di dalam masyarakat dengan mengamati 

berbagai sudut pandang seperti sosial kontrol di dalam 

masyarakat, alat mengubah masyarakat, simbol pengetahuan, 

instrumen politik, dan alat integrasi daerah. Kehadiran 

peraturan daerah merupakan salah satu sarana atau alat 

untuk melakukan perubahan sebagimana disampaikan oleh 

Pound untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
 

Keinginan adanya perubahan tersebut jika dikontekskan 

ke daerah khususnya terkait dengan adanya gagasan 

peraturan daerah mengenai kepemudaan mempunyai tujuan 

untuk melakukan perubahan terhadap pemuda sebagai objek 

pengaturan yaitu melalui penyadaran, pengembangan, dan 

pemberdayaan. 

 
 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 disebutkan bahwa 

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

Kemudian dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dimuat bahwa dalam 

pelaksanaan pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan 

Wajib, berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun urusan wajib 
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sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, 

urusan wajib pelayanan dasar meliputi: 
 

1. Pendidikan; 
 

2. Kesehatan; 
 

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
 

4. Perumahan rakyat dn kawasan pemukiman; 
 

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; 
 

6. Sosial. 

 

Untuk itu, dalam urusan wajib pelayanan dasar, maka 

keenam hal diatas perlu diprioritaskan dalam pembiayaan, 

sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana agar 

dapat diwujudkan. Termasuk dalam ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat di pemerintah 

provinsi maupun kabupaten/kota perlu membentuk suatu 

norma hukum dalam format peraturan daerah. 
 

Dalam pembentukan peraturan daerah dalam hal ini 

peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat harus memenuhi asas/prinsip 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi: 
 

1. Asas Kepastian Hukum, dalam negara hukum seperti di 

Indonesia asas ini menjadi prioritas sebagai basis utama 

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal 

ini, pembuatan produk hukum peraturan daerah 

diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi 

penyelenggara pemerintahan daerah maupun bagi 

masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah, 

pemerintah daerah selaku pelaksana ketertiban umum 

wajib mendasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga 

tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menegakkan 

ketertiban umum dan ketenteraman bagi masyarakat 
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maupun pemerintahan. Masyarakat juga diharapkan 

berpedoman kepada norma atau aturan yang berlaku. 
 

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi 

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan 

dalam pengendalian penyelenggara negara. 
 

3. Asas Kepentingan Umum, asas ini mendahulukan tujuan 

kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, 

dan selektif. Selaras dengan maksud dibentuknya 

peraturan daerah ini, tujuan asas ini untuk mewujudkan 

ketertiban dan keamanan seluruh lapisan masyarakat. 

Asas ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang 

mendahulukan kebutuhan masyarakat umum 

dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau 

golongan tertentu. Maka, dalam penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, asas ini 

sangat diperlukan guna menjaga maksud dibentuknya 

peraturan daerah tentang ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat yaitu menjaga arah 

pembangunan daerah agar tidak diselewengkan oleh pihak 

manpun. 
 

4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid, 

jujur, akuntabel dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun 

rahasia negara. 
 

5. Asas Proporsionalitas, asas ini lebihmenonjolkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara 

negara. 
 

6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

7. Asas Akuntabilitas, asas ini menghendaki setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus 
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dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

8. Asas Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi 

penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara 

untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.  

9. Asas Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang 

tepat guna dan berdaya guna. 
 

10. Asas Keadilan, setiap tindakan dalam urusan 

penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan 

yangproporsional bagi setiap warga negara. Dalam hal, 

penyelenggaran ketertiban umum harus mendasarkan asas 

keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat 

atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP sebagai 

lembaga pembau urusan pemerintah daerah dalam 

penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus 

mampu menjadi lembaga yang adil dan tidak tebang pilih 

terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan membuka 

diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap 

aparatur pemerintahan. 

 
 

C.  Kajian Terhadap Praktik Empiris 
 

1. Kondisi Geografis 
 

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten 

Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang–

Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan 

Kabupaten, bersama–sama dengan Kabupaten Kutai Timur 

dan Kabupaten Kutai Kertanegara. 
 

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 159,0303 km2 

tersebut terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km2 (70,30%) 

dan wilayah darat seluas 147,80 km2 (29,70%). Sejak 

disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat 

pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) 
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kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan 

Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-

masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 

109,24 km2, persentase 68,69. Kecamatan Bontang Utara 

seluas 31,8542 km2, persentase 20,03 dan Bontang Barat 

seluas 17,9339 km2, persentase 11,28 . Kelurahan yang 

terluas yaitu Bontang Selatan dengan luas 109,2422 km2. 

Jumlah keseluruhan luas Kota Bontang 159,0303 km2. 

 
 

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kota 

Bontang  

Kecamatan Luas (km2) 

 

Persentase  
    

Bontang Selatan 109,2422  68,69 

Bontang Utara 31,8542  20,03 

Bontang Barat 17,9339  11,28 

Bontang 159,0303  100,00 

    

Sumber: BPS 2018     
 

Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 

117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang 

Utara. Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat 

berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur 

dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan dengan 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 
 

Tabel 2. Letak dan luas Kota Bontang 
 

Letak Antara 

1170 23’ - 1170 38’ Bujur Timur  

00 01’ - 00 12’ Lintang Utara   

 Utara Kabupaten Kutai Timur 

Batas 

Timur Selat Makassar 

Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara  

 Barat Kabupaten Kutai Timur 

Luas Kota Bontang 159,0303 km² 

Sumber: BPS 2018   

https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
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Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di 

pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke 

Selat Makasar yang dengan panjang pantai ± 24,4 km. Wilayah 

tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) 

dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung 

berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan 

wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun 

internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki 

beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 

(dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan 

ikan. 
 

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, 

pemerintah berupaya membangunan pelabuhan serta jaringan 

jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Dengan 

ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur 

transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk 

wilayah tengah. 
 

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya 

dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta 

afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota 

Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru 

serta membangun bandara umum. 
 

Kota Bontang dengan laju pertumbuhan pembangunan 

baik dari industri maupun sumber daya manusia, Satpol PP 

hadir untuk memberikan ketentraman dan rasa aman dalam 

rangka menegakan hukum sebagai bentuk fungsinya sebagai 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat Kota Bontang yang berkualitas. 

 

 
2.  Jumlah Penduduk Kota Bontang 

 
a. Kependudukan 

 
Berdasarkan update data BPS tahun 2018, bahwa 

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar 
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163.326 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,32 %. Tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2015 terdapat di 

Kecamatan Bontang Utara sebesar 2.700 jiwa per km2 

disusul Kecamatan Bontang Barat sebesar 1.625 jiwa per 

 
km2 dan Kecamatan Bontang Selatan sebesar 619 jiwa per 

km2. 
 

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri 

atas laki-laki 85.522 jiwa dan perempuan 77.804 jiwa. 

Selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah 

penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah 

penduduk perempuan. Sex Rasio atau Rasio jenis kelamin 

pada tahun 2015 adalah 110 atau dengan kata lain setiap 

100 orang penduduk perempuan terdapat 110 orang 

penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah penduduk 

pada tahun 2010-2016 dapat disampaikan pada tabel 

berikut ini. 

 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2016  
   

Perempua 
 Laju  

Tahun Laki-laki Jumlah Pertumbuha Sex 
n     

n Rasio (%)      

2010 75.422 68.261 143.683 4,61 110 

2011 77.714 70.697 148.411 3,29 110 

2012 79.723 72.366 152.089 2,48 111 

2013 81.718 74.062 155.780 2,43 110 

2014 83.641 75.974 159.614 2,46 110 

2015 85.522 77.804 163.326 2,33 110 

2016 87 297 79 571 166 868 2,30 109        
Sumber: Bps 2017 

 
 

Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh 

penduduk usia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa 

pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan 

penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis 

kelamin tergambar bahwa pertumbuhan penduduk laki-

laki lebih tinggi dibandingkan dengan petumbuhan 

penduduk perempuan. Ini menjadi petunjuk bahwa 

https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
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banyaknya pendatang yang datang untuk mengadu nasib 

di Kota Bontang sebagian besar pendatang adalah 

penduduk laki-laki. Selanjutnya, gambaran perkembangan 

penduduk berdasarkan kelompok umur dapat 

disampaikan pada Tabel berikut ini. 
 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan 
Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 
2010-2016 

 

Tahun 

 

Umur /Tahun 

 

Jumlah 

 

RBK 

   

0 -14 

 

15 -64 

 

65+ 

 

      

      143.68   

2010 45.942  95.806  1.591 3 49,61 

         

      149.23   
2011 50.198  97.514  1.518 0 53,03 

         

      154.06   

2012 49.319  102.819  1.926 4  49,59 
         

      163.65   

2013 51.141  110.432  2.078 1  48,20 
         

      167.49   
2014 52.345  113.015  2.136 4  48,21 

         

      163.32   
2015 49.805  111.282  2.239 6  47,00 

         

      166.86   
2016 49.640  114.784  2.442 8  45,37 

          
 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 
 

 

Dari tabel terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota 

Bontang tahun 2010-2015 rata-rata didominasi oleh migrasi 

penduduk usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga 

terkait dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan 

daerah industri yang cenderung menjadi tujuan bagi 

penduduk usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan. 
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Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air 

ke Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen 

baik dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang 

dianut, penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam 

yang jumlahnya mencapai 88,96%. Berikutnya adalah 

penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katholik 

sebanyak 1,82 %, Hindu sebanyak 0,20 % dan Budha 0,07 

%. Perbedaan suku dan agama tersebut menyebabkan Kota 

Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah. 

 
Tabel 5. Jumlah Penduduk yang Datang Menurut Jenis 
Kelamin di Kota Bontang, 2014-2018 

   

Penduduk yang Datang Menurut Jenis 

 

    

 Jenis Kelamin     Kelamin (jiwa)      

   2014   2015   2016   2017   2018  

                  

 Laki-Laki 2 389  3 429 3 139  2 441  2 865  
            

 Perempuan 1 929  3 139 2 876  2 146  2 343  
                  

 Laki-Laki+ 
4 318 

 
6 568 6 015 

 
4 587 

 
5 208 

 
 

Perempuan 

    

                 
                   
 
Tabel 6. Jumlah Penduduk yang Datang Menurut 
Kecamatan di Kota Bontang, 2014-2018 

 

Kecamatan 

 

  Penduduk yang Datang (jiwa) 

 

   
                  

    

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

 
   

          

 

    
                   

 Bontang Selatan 1 449  2 172 2 034  1 637  1 903  

           

 Bontang Utara 2 110  3 211 2 831  2 052  2 278  
           

 Bontang Barat 759  1 185 1 150  898  1 027  

           

 Kota Bontang 4 318  6 568 6 015  4 587  5 208  
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Tabel 7. Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kota 
Bontang, 2014-2018 

   

Penduduk yang Datang Menurut Jenis 

 

    

 Jenis Kelamin     Kelamin (jiwa)      

   2014   2015   2016   2017   2018  
                  

 Laki-Laki -  - 1 683  1 597  1 628  

            

 Perempuan -  - 1 519  1 565  1 463  
                  

 Laki-Laki+ 
2 520 

 
2 013 3 202 

 
3 162 

 
3 091 

 
 Perempuan     

 
 
Tabel 8. Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan di Kota 
Bontang, 2014-2018 

      
  Kelahiran (jiwa) 

    
 

Kecamatan 

        
                  

    

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

 
   

          

 

    
                   

 Bontang Selatan 923  751 1 224  1 202  1 186  

           

 Bontang Utara 1 186  959 1 489  1 467  1 420  
           

 Bontang Barat 411  303 489  493  485  
           

 Kota Bontang 2 520  2 013 3 202  3 162  3 091  
                   

 

Tabel 9. Jumlah Kematian Menurut Jenis Kelamin di Kota 
Bontang, 2014-2018 

   Kematian Menurut Jenis Kelamin  

 Jenis Kelamin        (jiwa)        

   2014   2015   2016   2017   2018  
                 

 Laki-Laki -  - 386  351  375  

           

 Perempuan -  - 237  283  246  

                 

 Laki-Laki+ 
318 

 
271 623 

 
634 

 
621 

 
 

Perempuan 
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Tabel 10. Jumlah Kematian Menurut Kecamatan di Kota 
Bontang, 2014-2018 

 

Kecamatan 

    

 Kematian (jiwa) 

   

        

   

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

 

   
             

 Bontang Selatan 152  128 290  266  283  
           

 Bontang Utara 133  116 256  280  255  
       

 Bontang Barat 33 27 77 88 83 

           

 Kota Bontang 318  271 623  634  621  
                  

 
Tabel 11. Jumlah Penduduk yang Keluar/Pindah Menurut 
Jenis Kelamin di Kota Bontang, 2014-2018 

  Penduduk yang Pindah Menurut Jenis  

Jenis Kelamin     Kelamin (jiwa)      

 
 2014   2015   2016   2017   2018 

 
  

Laki-Laki 2 353  3 236 4 488  3 992  3 946  
           

Perempuan 1 936  2 719 3 597  3 290  3 134  

           
 

   Laki-Laki+    

4 289 

  

5 955 

 

8 085 

 

7 282 

 

7 080 

 

   
Perempuan 

         
                                     
                                         

Tabel  12.  Proyeksi  Penduduk  Jenis  Kelamin  Laki-laki  Kota  
Bontang 
Menurut Kelompok Umur, 2010-

2020                         

                                      

 

Kelomp

ok   

Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Laki-

laki) (Jiwa)   

 Umur   

201

0   

201

1   

201

2   

201

3   

201

4    

201

5    

201

6   

201

7   

201

8    

201

9   

202

0   
                                        

0 – 4 
843

0 
857

1 
870

0 
882

8 
894

3  
901

1  
903

2 
907

1 
908

2  
910

5 
912

3  

                  

5 – 9 

792

1 

801

9 

810

9 

819

4 

827

7  

838

0  

849

0 

862

2 

873

1  

885

1 

892

9  
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1
0 – 14 

731
8 

744
9 

757
5 

770
7 

781
4  

789
9  

797
1 

806
2 

813
0  

822
0 

833
0  

                   

1

5 – 19 

701

7 

706

4 

711

5 

717

2 

725

2  

735

9  

746

5 

759

4 

771

1  

782

4 

791

7  
                   

2
0 – 24 

682
2 

688
9 

691
9 

695
2 

696
0  

698
2  

700
3 

705
4 

709
5  

717
8 

728
7  

                   

2

5 – 29 

705

5 

720

2 

732

4 

741

0 

749

4  

755

1  

759

8 

763

0 

764

9  

766

3 

769

4  
                   

3
0 – 34 

664
3 

679
4 

694
8 

710
1 

723
9  

736
2  

748
7 

761
3 

768
4  

777
3 

783
7  

                   

3

5 – 39 

618

6 

640

4 

660

1 

680

6 

699

0  

717

2  

730

7 

747

1 

761

7  

776

8 

790

4  
                   

4
0 – 44 

579
2 

606
9 

633
8 

658
2 

681
2  

703
9  

726
2 

748
6 

770
2  

791
5 

812
9  

                   

4

5 – 49 

526

9 

556

1 

586

4 

617

8 

649

3  

679

8  

710

2 

742

1 

769

6  

797

3 

824

8  
                   

5
0 – 54 

361
5 

384
4 

406
9 

430
1 

453
9  

480
0  

504
7 

532
5 

560
1  

588
9 

617
2  

                   

5

5 – 59 

192

7 

208

6 

224

0 

239

6 

255

0  

270

6  

286

8 

304

1 

320

8  

339

2 

359

1  
                   

6
0 – 64 837 915 

100
5 

110
3 

120
4  

130
2  

140
4 

151
0 

161
2  

171
8 

182
4  

                      

6

5 - 69  398 436 475 518 570  632  689 758 831    

90

9 985  
                      

7
0 - 74  214 226 240 255 272  289  317 346 379    

41
7 464  

                     

75+   176 185 201 215 231  240  255 276 293    

31

7 336  
                  

     
7562

0 
777
14 

797
23 

817
18 

8364
0 

8552
2 

872
97 

892
80 

910
21 

929
12 

947
7  
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3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

terkait Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat 
 

Kebijakan pengembangan Kota Bontang secara spasial tak 

dapat dilepaskan dari struktur keruangan wilayah Kota 

Bontang. Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

dengan mengacu pada Rencana Daerah Tata Ruang Kota 

(RDTRK) Kota Bontang Tahun 2016-2036 akan menguraikan 

tentang arahan rencana struktur ruang, rencana pola ruang 

dan kawasan strategis kota di Kota Bontang terkait dengan 

arahan pengembangan di masing-masing kecamatan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini; 

 
a. Kecamatan Bontang Selatan 

 
Arahan rencana struktur ruang kota di Kota Bontang 

diwujudkan berdasarkan arahan sistem dan fungsi wilayah, 

hirarki pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana 

wilayah kota. Adapun arahan pengembangan Kecamatan 

Bontang Selatan dalam rencana struktur ruang Kota 

Bontang adalah sebagai berikut : 
 

1)  Sistem dan Fungsi Wilayah 
 

Kecamatan Bontang Selatan terbagi menjadi 

menjadi 6 (enam) wilayah kelurahan, masing-masing 

wilayah kelurahan masuk dalam Bagian Wilayah Kota 

(BWP) yang berbeda-beda. Adapun wilayah kelurahan 

yang masuk pada setiap bagian wilayah kota (BWP) di 

Kota Bontang dapat dilihat dibawah ini: 
 

a) Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, 

Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut 

Indah masuk dalam Bagian Wilayah Kota I (BWP-I), 

yang mana BWP-I mempunyai fungsi utama sebagai 

pusat perdagangan dan jasa, sedangkan kegiatan 

pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, 

pariwisata, pelabuhan dan perikanan; 
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b) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan 

masuk dalam Bagian Wilayah Kota II (BWP-II) yang 

mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri 

strategis kota, pelabuhan dan pergudangan, 

sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan 

lindung,permukiman, pariwisata, perikanan, militer, 

alur pelayaran; 
 

c) Kelurahan Bontang Lestari masuk dalam Bagian 

Wilayah Kota III (BWP-III) yang mempunyai fungsi 

utama sebagai pusat pemerintahan kota, industri 

polusi ringan, dan pusat kegiatan olahraga, sedangkan 
 

kegiatan pendukungnya adalah kawasan 

lindung,permukiman, pariwisata, kawasan lindung, 

alur pelayaran, perikanan dan bandar udara. 

 
2)  Hirarki Pusat Pelayanan 

 
Hirarki pusat pelayanan di Kota Bontang terkait 

dengan kedudukan Kecamatan Bontang Selatan dalam 

konteks Kota Bontang adalah sebagai berikut: 
 

a. Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai Pusat 

Pelayanan Kota (PPK) yang berfungsi sebagai pusat 

pelayanan pemerintahan daerah. Untuk itu, di 

kawasan ini perlu dilengkapi oleh fasilitas berupa 

perkantoran 
 

pemerintahan daerah dan fasilitas kantor 

pemerintahan pendukung dan pelayanan publik 

lainnya; 
 

b. Kelurahan Tanjung ditetapkan sebagai Sub-Pusat 

Pelayanan Kota (SPK) yang memiliki fungsi sebagai: 

sub pusatpelayanan pemerintahan skala kecamatan 

dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat 

pelayanan pendidikan dan sebagai pusat perdagangan. 

Pada SPK ini perlu dilengkapi kantor kecamatan, 
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perkantoran pendukung pemerintah kota, fasilitas 

SLTA dan pasar; 
 

c. Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, 

Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Tanjung Laut 

Indah ditetapkan sebagai Pusat Lingkungan (PL) yang 

melayani skala lingkungan dan dilengkapi dengan 

fasilitas pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan 

persampahan.   

3) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota 
 

a. Pengembangan jaringan jalan ruas jalan eksisting 

meliputi ruas jalan arteri primer terdiri dari jalan arteri 

primer yang menghubungkan Bontang-Samarinda-

Sangatta (Trans Kalimantan Timur) dan jalan arteri 

primer baru sebagai bagian dari Highway Balikpapan - 

Samarinda - Bontang yang berada di bagian selatan 

kota melintasi lokasi kawasan pengembangan baru di 

Kelurahan Bontang Lestari; dan 
 

b. Pengembangan jaringan jalan ruas jalan rencana 

meliputi pengembangan ruas jalan rencana meliputi 

pengembangan jalan akses masuk Kota Bontang dari 

Nyerakat (Kelurahan Bontang Lestari) ke arah Trans 

Kalimantan Timur, pengembangan jalan kota 

diarahkan ke Kelurahan Bontang Lestari, dan 

pengembangan jalan lingkar pesisir (coastal road). 
 

c. Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pengembangan rute 

angkutan umum diintegrasikan dengan sistem pusat 

pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat 

lingkungan dan pengembangan angkutan umum yang 

mengarah kepada angkutan umum massal. 
 

d. Penataan pelabuhan berupa pengembangan 

Pelabuhan Tanjung Laut sebagai pelabuhan 

pengumpan untuk jaringan pengumpul angkutan 

barang; 
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e. Penataan pelabuhan berupa pengembangan terminal 

khusus di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi 

sebagai Terminal Khusus yang diperuntukkan untuk 

kegiatan/aktivitas industri dan terminal industri 

batubara; 
 

f. Penataan pelabuhan berupa pengembangan terminal 

khusus migas di Kelurahan Satimpo berfungsi sebagai 

Terminal Khusus yang diperuntukkan untuk 

kegiatan/aktivitas industri Migas; 
 

g. Pengembangan sistem jaringan transportasi udara 

oleh Bandar Udara Bontang Lestari sebagai bandar 

udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; 
 

h. Pengembangan jaringan pipa gas untuk melayani 

perusahaan yang terdapat di Kelurahan Bontang 

Lestari dan Kelurahan Satimpo; 
 

i. Pembangunan jaringan fiber optik untuk melayani 

Kelurahan Bontang Lestari; 
 

j. pengembangan menara telekomunikasi (BTS) 

diarahkan ke arah Kelurahan Bontang Lestari; 
 

k. Sistem jaringan sumber daya air di Sungai Nyerakat; 
 

l. Pengembangan kolam retensi yang diarahkan pada 

daerah peralihan dari dataran tinggi ke dataran 

rendah dan memiliki banyak potensi outlet sungai 

baik besar maupun kecil di Kelurahan Bontang 

Lestari; 
 

m. pengerukan rawa-rawa di daerah dataran rendah 

(Bontang Selatan) yang masih belum berubah menjadi 

lahan permukiman sebagai daerah tampungan atau 

kolam retensi; 
 

n. Pengembangan area pelayanan dengan peningkatan 

pelayanan pengangkutan persampahan di Kelurahan 

Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari; 
 

o. Pengembangan prasarana penampungan sampah 

dengan pengembangan TPST (Tempat Pengolahan 
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Sampah Terpadu) yang meliputi pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, pendaur-ulangan, 

pemrosesan akhir sampah di Kelurahan Bontang 

Lestari; 

p. Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah 

dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) dalam hal ini pengolahan lumpur tinja akan 

dilakukan pada setiap perumahan di atas air dan 

Kelurahan Bontang Lestari. 

 
4) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kecamatan 

Bontang Selatan 
 

Arahan rencana pola ruang kawasan lindung Kota 

Bontang terhadap Kecamatan Bontang Selatan adalah 

sebagai berikut: 
 

a. Menetapkan Kecamatan Bontang Selatan sebagai 

kawasan hutan lindung di Kota Bontang seluas 

5.698,57 hektar (Kecamatan Bontang Selatan dan 

Kecamatan Bontang Selatan); 
 

b. Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Tanjung Laut 

Indah ditetapkan sebagai kawasan rawa yang 

merupakan kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya seluas 23,88 hektar 

(Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Kanaan, 

Kelurahan Satimpo, Kelurahan Bontang Baru, 

Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-Api dan 

Kelurahan Loktuan); 
 

c. Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Tanjung Laut 

Indah ditetapkan sebagai sempadan pantai yang 

merupakan kawasan perlindungan setempat dengan 

jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat; 
 

d. Penetapan sempadan sungai sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) meter kanan-kiri dihitung dari tepi sungai; 
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e. Terdapat rencana penyediaan ruang terbuka hijau 

(RTH) di Kecamatan Bontang Selatan seluas 1.044,72 

hektar untuk dialokasikan sebagai hutan kota dan 

taman kota, RTH olahraga seluas 171,65 hektar yang 

diarahkan di Kecamatan Bontang Selatan dan 

Kecamatan Bontang Utara, alokasi tempat 

pemakaman umum (TPU seluas 23,08 hektar yang 

tersebar di tiga kecamatan. 
 

Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut 

Indah dan Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai 

kawasan rawan gelombang pasang. Sedangkan, 

Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Satimpo 

ditetapkan pula sebagai kawasan rawan genangan 

banjir. 

 
5) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan 

Bontang Selatan 
 

Arahan rencana pola ruang kawasan budidaya 

Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut: 
 

a. Penetapan Kelurahan Berbas Pantai sebagai kawasan 

perumahan kepadatan tinggi. Sedangkan, Kelurahan 

Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan 

Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Satimpo 

ditetapkan sebagai kawasan perumahan kepadatan 

sedang. Sementara, Kelurahan Bontang Lestari 

ditetapkan sebagai kawasan perumahan kepadatan 

rendah; 
 

b. Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan 

Bontang Lestari ditetapkan sebagai sentra tradisional 

sebagai rencana pengembangan kawasan perdagangan 

dan jasa; 
 

c. Pengembangan kawasan industri besar berupa 

industri petrokimia dan migas di Kelurahan Satimpo 

dan Kelurahan Bontang Lestari. Sedangkan, khusus 
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untuk Kelurahan Bontang Lestari selain ditetapkan 

sebagai kawasan industri besar, juga ditetapkan 

sebagai kawasan industri sedang, kecil dan kawasan 

pergudangan umum;  

d. Di Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Bontang 

Lestari akan dikembangkan kawasan hutan mangrove; 

e. Pengembangan kawasan wisata pendidikan industri 

di Kelurahan Tanjung Laut Indah; 

e. Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai 

kawasan pertahanan dan keamanan. 

 
b. Kecamatan Bontang Barat 

 
Pada sub ini, akan menguraikan rencana sistem pusat-

pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan. Berdasarkan 

analisis RTRW Kota Bontang terkait kedudukan Kecamatan 

Bontang Barat dalam konteks Kota Bontang, maka dapat 

diuraikan beberapa arahan rencana sebagai berikut: 
 

1)  Sistem Pusat-Pusat Pelayanan 
 

Secara umum, di Kota Bontang dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian wilayah kota yang masing-masing bagian 

wilayah kota memiliki peran dan fungsinya masing-

masing. Kecamatan Bontang Barat sendiri, masuk dalam 

bagian wilayah kota II yang notabene memiliki peran dan 

fungsi sebagai Kawasan Industri Strategis Kota, 

Pelabuhan 

dan Pergudangan. Dengan demikian, secara fungsional 

kawasan BWP II merupakan kawasan integrasi daratan 

dan lautan sesuai dengan batasan kecamatan yang ada. 
 

Terkait kedudukan Kecamatan Bontang Barat 

dalam konteks Kota Bontang, Kecamatan Bontang Barat 

diarahkan sebagai kawasan industry strategis kota, 

sedangkan untuk fungsi sebagai pelabuhan dan 

pergudangan diarahkan di Kelurahan Loktuan 

Kecamatan Bontang Utara. Selain memiliki peran dan 
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fungsi utama sebagai kawasan industry strategis kota, 

Kecamatan Bontang Barat memiliki peran dan fungsi 

penunjang sebagai kawasan Permukiman, Pariwisata, 

Perikanan, Kawasan Militer, dan Kawasan 

Lindung/Konservasi. 
 

Secara hirarki, kelurahan-kelurahan di Kecamatan 

Bontang Barat (Kelurahan Belimbing, Kelurahan Telihan 

dan Kelurahan Kanaan) ditetapkan sebagai Pusat 

Lingkungan yang Permukiman, Pariwisata, Perikanan, 

Kawasan Militer, dan Kawasan Lindung/Konservasi. 
 

Pelayanan yang dapat dilayani pada pusat 

lingkungan meliputi: 
 

a. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan; 
 

b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga; 
 

c. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar dan 

sekolah lanjutan tingkat pertama; 
 

d. Pelayanan persampahan berupa Tempat 

Penampungan Sementara (TPS) Sampah. 

 
 

2)  Sistem Transportasi 
 

Dalam sistem transportasi ini, akan menguraikan 

tentang sistem transportasi jalan. Sedangkan, untuk 

sistem transportasi kereta api, sistem transportasi laut, 

dan sistem transportasi udara tidak akan diuraikan pada 

sub-bab ini karena tidak ada arahan pengembangan 

sistem transportasi tersebut yang terkait dengan 

Kecamatan Bontang Barat. Adapun arahan rencana 

sistem transprtasi jalan di Kecamatan Bontang Barat 

dalam konteks Kota Bontang adalah sebagai berikut : 
 

a. Arahan pengembangan sistem transportasi jalan di 

Kecamatan Bontang Barat adalah pengembangan 

prasarana jalan kota dengan mengembangkan jalan 

kolektor yang menghubungkan Bontang Baru dengan 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat 

50 
 

Belimbing, Perumahan PKT, Tanjung Laut, Berbas 

Tengah, dan Berbas Pantai. 

b. Selain pengembangan jalan kolektor dalam skala 

kota, ada Pengembangan Terminal tipe B yang ada di 

Kota Bontang melayani rute-rute perjalanan antar 

kota dalam provinsi yakni rute Samarinda - Bontang, 

Bontang - Sangatta, dan Bontang - Balikpapan. 

Terletak di Kilo Enam di Kelurahan Telihan Bontang 

Barat; 
 

c. Rencana Pengembangan Terminal tipe C berlokasi di 

Kelurahan Telihan. 

 
 
 

3)  Sistem Jaringan/Saluran Utilitas 
 

Dalam rencana sistem jaringan/saluran utilitas, 

akan menguraikan rencana saluran drainase, rencana 

pengendalian banjir, rencana saluran air limbah, 

rencana jaringan persampahan, rencana jaringan listrik 

dan rencana jaringan telepon kabel dan seluler. 

 
 

a) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi 

Rencana Pengembangan Sistem Energi di 
 

Kecamatan Bontang Barat terdiri dari rencana 

jaringan pipa gas bumi yang terdapat di Kelurahan 

Kanaan dan Kelurahan Belimbing. 

 
 
 

b) Rencana Saluran Drainase 
 

Rencana pengembangan saluran drainase di 

Kecamatan Bontang Barat dalam rencana Kota 

Bontang adalah sebagai berikut: 
 

(1) penambahan kapasitas atau dimensi sungai-

sungai besar guna menampung lebih banyak 

limpasan air hujan terutama saat musim hujan 

tinggi seperti bulan Desember, Januari dan 
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Pebruari. Sungai besar di Kecamatan Bontang 

Barat adalah Sungai Bontang dengan dimensi 

rencana 5 m x 25 m; 

(2) penambahan kapasitas atau dimensi sungai-

sungai kecil dengan dimensi rencana minimal 3 m 

x 5 m; 
 

(3) penataan kawasan bantaran sungai terutama yang 

masuk dalam garis sempadan sungai. Garis 

sempadan sungai di Kota Bontang ditetapkan 

minimal 10 m dari bibir sungai; 
 

(4) pengembangan kolam retensi dengan 

memanfaatkan lembah-lembah di Kelurahan 

Kanaan. Kolam retensi ini dapat dimanfaatkan 

sebagai cadangan air baku bagi pelayanan air 

bersih di Kota Bontang; 
 

(5) peningkatan saluran drainase baik sekunder dan 

tersier di seluruh kawasan Bontang; 
 

(6) pengembangan sistem jaringan drainase kota 

Bontang; dan 
 

(7) penambahan kapasitas dimensi pada saluran 

drainase. 

 
c) Rencana Pengendalian Banjir 

 
Rencana pengendali banjir terdiri dari arahan-

arahan sebagai berikut: 
 

(1) rencana penanganan dalam menanggulangi daya 

rusak air (banjir) pada Jalur Siagian dengan cara 

peningkatan Danau Kanaan; 
 

(2) rencana Peningkatan kapasitas bangunan 

persilangan (gorong-gorong) pada Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Belimbing; 
 

(3) mempertahankan tampungan air sementara 

(alami) yang berupa daerah depresi dan rawa pada 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Belimbing; 
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(4) program pengendalian banjir terpadu pada sistem 

Bontang dengan normalisasi sungai bontang dan 

peningkatan bangunan persilangan, peningkatan 

Danau Kanaan (termasuk pemanfaatan depresi 

Kanaan), pembuatan bangunan pengendali 

sedimen (BPS), pembuatan bendali/waduk 

Sukarahmad, pemasangan pintu pasang-surut dan 

konservasi lahan kritis maupun konservasi pantai 

(daerah muara); dan 
 

(5) program pengendalian banjir terpadu pada sistem 

belimbing meliputi normalisasi sungai Belimbing, 

peningkatan bangunan persilangan (gorong-gorong 

Jl.Pupuk Raya) dan konservasi lahan kritis 

maupun konservasi pantai (daerah muara). 

 
d) Rencana Saluran Air Bersih dan Kawasan Resapan 

 
1) Rencana pengembangan sumber air baku berupa 

waduk atau kolam retensi sebagai cadangan air 

dalam jangka panjang yang diarahkan pada di 

Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan dan 

Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat 

dengan cara memperbesar kapasitas waduk atau 

kolam untuk menampung air hujan dalam suatu 

kawasan sehingga tidak menggenangi tempat 

permukiman atau kawasan terbangun lainnya dan 

dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan seperti 

sumber air baku, tempat pariwisata air. Kriteria 

sebagai lokasin waduk adalah kawasan berupa 

lembah-lembah yang terdapat di Kecamatan 

Bontang Barat. 
 

2) Rencana pengembangan daerah resapan : 
 

a) Reboisasi lahan Hutan lindung dan Taman 

Nasional Kutai;  

b) Daerah resapan yang harus dilindungi dan harus 

segera dipulihkan sebagaimana fungsinya; 
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c) Konservasi dan informasi tentang pentingnya 

melestarikan daerah resapan; dan 
 

d) Kebijakan pemanfaatan ruang tidak merusak 

daerah resapan. 

 
e) Rencana Saluran Air Limbah 

 
Rencana pengembangan prasarana pengolahan 

air limbah di Kota Bontang diprioritaskan pada 

pengembangan tampungan individual yaitu berupa 

septic tank dan sumur resapan. Kondisi kontur atau 

topografi Bontang yang variatif dan penyebaran 

penduduk yang belum merata, menyebabkan 

penggunaan sistem terpadu (off site) menjadi mahal. 

Untuk limbah rumah tangga, masyarakat masih 

menggunakan cara lama yaitu septic tank masih 

dibuang/dibuatkan bak penampung sendiri. Di 

Beberapa kawasan ada yang belum memiliki tempat 

pembuangan (septic tank) dan ada juga yang dibuang 

ke sungai. 

 
f) Rencana Persampahan 

 
Rencana persampahan meliputi: 

 
1) Pengelolaan sampah terpadu dilakukan melalui 

penyediaan prasarana penampungan dan saran 

pengangkutan persampahan yang dikelola oleh 

Pemerintah Kota Bontang Sampah di kawasan 

industri ditangani sendiri oleh perusahaaan yang 

bersangkutan, di Kelurahan Belimbing ditangani 

oleh PT Pupuk Kaltim. 
 

2) Pengembangan area pelayanan 
 

a)Peningkatan pelayanan pengangkutan 

persampahan Kecamatan Bontang Barat 

terutama di Kelurahan Belimbing dan Kelurahan 

Kanaan, 

b) Peningkatan pelayanan pengangkutan 
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persampahan dalam hal kecepatan pengangkutan 

dan frekuensi pengangkutan tiap harinya dari 1-2 

kali menjadi 3 kali sehari 
 

3) Pengembangan prasarana penampungan sampah 
 

a) Pembangunan TPS pada tiap kelurahan. Dengan 

kapasitas tiap TPS sebesar 6 m3, sampai tahun 

2027 dibutuhkan minimal 108 TPS 
 

b) Pembangunan TPA terpadu yang dialokasikan di 

Bontang Lestari. TPA Bontang Lestari saat ini 

sudah dalam proses pasca konstruksi. 
 

c) Pembangunan penampungan sampah sementara 

(TPS) di Bontang Lestari 

 
g) Rencana Jaringan Listrik 

 
Rencana pengembangan jaringan listrik meliputi: 

 
1) Pengembangan pusat-pusat pembangkit listrik 

tenaga diesel. Jumlah daya yang dibutuhkan 

sampai tahun 2027 di Kota Bontang adalah sebesar 

± 177,3 MW. Kebutuhan sebanyak itu akan 

dipenuhi oleh PLTD-PLTD baik eksisting maupun 

baru disamping dari jaringan listrik regional. 
 

2) Pengembangan pembangkit listrik tenaga altenatif. 

Tenaga alternatif dimaksud adalah tenaga gas yang 

bahan bakunya relatif dekat di sekitar Kota 

Bontang. Dengan pemanfaatan sumber daya gas, 

diharapkan biaya tarif dasar listrik dapat ditekan 

karena biaya bahan bakar gas relatif lebih murah 

dibanding bahan bakar minyak seperti diesel.  

3) Pengembangan sambungan listrik ke konsumen. 

Jumlah sambungan listrik yang dibutuhkan sampai 

tahun 2027 sebesar ± 84.753 sambungan baik 

rumah tangga maupun non rumah tangga. 

 
h) Rencana Jaringan Telepon dan Tower 
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1) Rencana pengembangan jaringan telepon terutama 

diarahkan untuk penambahan jumlah sambungan 

rumah tangga, perdagangan, jasa, perkantoran dan 

industri. Kebutuhan penambahan sambungan 

sampai tahun 2027 diperkirakan mencapai 84.753 

SST dengan asumsi pelayanan tercapai 100 %, 

2) Rencana pengembangan Tower (BTS) , 
 

3) Perlunya pengawasan dan pemberian ijin khusus 

terhadap pihak operator yang akan membangun 

dengan persyaratan yang disepakati secara bersama 

agar suatu kota tidak menjadi “Kota Tower”. 
 

4) Mempertimbangkan kondisi kontur dan ketinggian, 

dan letak Tower (BTS) tidak berdekatan dengan 

permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, dan 

pusat kota. 

 
4) Sistem Kawasan Resapan Air 

 
Kawasan resapan air berfungsi menjaga dan 

mempertahankan konservasi air tanah. Termasuk kategori 

kawasan resapan air. Kawasan rawa yang memiliki fungsi 

sebagai kawasan perlindungan, berperan juga sebagai 

kawasan resapan air (catchment area). Kawasan rawa di 

Kecamatan Bontang Barat terdapat di kelurahan Kanaan. 

Adapun kawasan perlindungan danau dan waduk di 

Kelurahan Kanaan adalah: 

  

a) Sempadan danau dan waduk. Dalam Keppres No. 32 

tahun 1990 terdapat pasal yang mengatur mengenai 

pengelolaan kawasan perlindungan setempat. Kriteria 

kawasan sekitar danau/situ yang lebarnya 

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik/danau 

antara 50–100 m dari titik pasang tertinggi ke arah 

darat atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di 

Kecamatan Bontang Barat terdapat danau/situ. 

Keberadaan situ–situ tersebut perlu dilindungi agar 
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terjaga kelestarian dan fungsinya. Oleh karena itu, 

danau/situ yang akan dimanfaatkan dengan tujuan 

tertentu harus tetap menjaga fungsi pelestariannya. 

Diharapkan kebutuhan danau tidak bersifat statis, 

artinya akan bertambah jumlah atau luasnya sesuai 

dengan perkembangan lahan terbangun kota. Rencana 

pengembangan danau/situ di Kecamatan Bontang 

Barat adalah di Danau di Kanaan (BWP II) seluas 17,1 

ha. 
 

b) DAS Pada Wilayah Sungai. Kelurahan Telihan dan 

Kelurahan Kanaan termasuk dalam Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Bontang. Dimana DAS Bontang 

membentang dari kelurahan Bontang Kuala, Api-Api, 

Kanaan, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Sungai 

Bontang melayani kawasan di kelurahan Bontang 

Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Kanaan, Gunung Elai, 

dan Gunung Telihan dan sekitarnya. Luas DAS 

Bontang kurang lebih 53,28 Km2 dengan panjang 

aliran sungai sepanjang 25,62 Km, Lebar sungai 

antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 

meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 

1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang 

tertinggi adalah 3,5 meter. 

 

 

c. Kecamatan Bontang Utara 
 

Kecamatan Bontang Utara terdiri dari beberapa kelurahan 

sebagai wilayah pengembangan berupa bagian wilayah Kota 

Bontang yang selanjutnya disebut BWP. BWP mencakup: 
 

1. BWP I terdiri dari 8 (delapan) kelurahan meliputi: Kelurahan 

Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang 

Baru, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Berbas Tengah, 

Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut, 

Kelurahan Tanjung Laut Indah; 
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2. BWP II terdiri dari 6 (enam) kelurahan meliputi: Kelurahan 

Satimpo, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan, 

Kelurahan Belimbing, Kelurahan Loktuan, Kelurahan 

Guntung; dan 
 

3. BWP III mencakup 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan 

Bontang Lestari. 

 
1) Sistem Fungsi wilayah Kota Bontang 

 
a) BWP I mempunyai fungsi utama sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, sedangkan kegiatan 
 

pendukungnya adalah kawasan lindung, 

permukiman, pariwisata, pelabuhan, dan perikanan; 
 

b) BWP II mempunyai fungsi utama sebagai kawasan 

industri, pelabuhan dan pergudangan, sedangkan 

kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, 

permukiman, pariwisata, perikanan, militer, alur 

pelayaran; dan 
 

c) BWP III mempunyai fungsi utama sebagai pusat 

pemerintahan kota, industri, dan pusat kegiatan 

olahraga, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah 

kawasan lindung, permukiman, pariwisata, alur 

pelayaran, perikanan dan bandar udara. 

  

2) Sistem Pusat Pelayanan 
 

Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan kota 

yang ditetapkan di BWP III yang berfungsi sebagai pusat 

pelayanan 
 

pemerintahan daerah, yang dilengkapi dengan 

pengembangan fasilitas mencakup: a. Perkantoran 

pemerintahan daerah; b. Fasilitas kantor pemerintahan 

pendukung dan pelayanan publik lainnya. 
 

Sub pusat pelayanan kota berperan sebagai pendukung 

kegiatan kota, yang ditetapkan dengan ketentuan: 
 

(1) Sub pusat pelayanan kota di BWP I terdapat di 

Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Tanjung Laut 
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memiliki fungsi sebagai: sub pusat pelayanan 

pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung 

pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan dan 

sebagai pusat perdagangan, yang dilengkapi dengan 

fasilitas: 
 

a) Kantor kecamatan; 
 

b) Perkantoran pendukung pemerintahan kota; 
 

c) Sekolah lanjutan tingkat atas; 
 

d) Pasar; 
 

(2) Sub pusat pelayanan kota di BWP II terdapat di 

Kelurahan Loktuan memiliki fungsi sebagai sub pusat 

pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan pusat 

transportasi laut, yang dilengkapi dengan fasilitas 

pelabuhan nasional. 

Pusat pelayanan skala lingkungan tersebar di 15 

(lima belas) kelurahan yakni Kelurahan Bontang Lestari, 

Kelurahan Satimpo, Kelurahan Berbas Tengah, 

Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut, 

Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-Api, 

Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, 

Kelurahan Gunung Elai,Kelurahan Loktuan, Kelurahan 

Guntung, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung 

Telihan, dan Kelurahan Kanaan, yang ditetapkan 

meliputi: 

 
a. pelayanan pemerintahan; 

 
b. pelayanan kesehatan; 

 
c. pelayanan pendidikan; dan 

 
d. pelayanan persampahan. 

 

 

3) Sistem Jaringan Transportasi 
 

a) Rencana Jaringan Jalan. Rencana peningkatan 

kualitas permukaan jalan dari jalan S. Parman sampai 

jalan Jl. KH. Ahmad Dahlan. Pengembangan jalan 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat 

59 
 

baru 2 lajur di tepian pantai (coastal road) yang 

menghubungkan antara kawasan pelabuhan Lhok 

Tuan sampai ke Bontang Kuala (ROW 20 m). 
 

b) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 
 

1. Rencana Pelabuhan Laut. Penataan fungsi dan 

pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai 

pelabuhan pengumpul berfungsi untuk pelayanan 

kapal penyeberangan antar propinsi. 
 

2. Pengembangan terminal khusus terminal industri 

di Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan. 
 

3. Pengembangan Alur Pelayaran. Pelebaran dan 

pengerukan alur pelayaran menuju pelabuhan 

Lhok Tuan, Pelabuhan PPI Tanjung Limau, dengan 

lebar minimal diharapkan 45 m dengan kedalaman 

minimal 7 m. 

 
 

4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Bontang salah 

satunya Sungai Guntung. Pembuatan sungai-sungai kecil 

buatan yang menghubungkan antara kawasan-kawasan 

rendah, cekungan atau lembah ke Sungai Guntung dan 

Sungai Bontang. Penanganan terhadap daerah genangan di 

Kota Bontang yang salah satunya adalah pengerukan rawa-

rawa di daerah dataran rendah (Bontang Utara) yang masih 

belum berubah menjadi lahan permukiman sebagai daerah 

tampungan atau kolam retensi. 

 
 

5) Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan 

Sistem jaringan ini melakukan pengembangan drainase 
 

kota secara terpadu, perbaikan saluran drainase sekunder 

dan tersier, penambahan dimensi pada saluran drainase, 

pembangunan TPS pada tiap kelurahan. Pengembangan 

sistem jaringan komunal yang berfungsi untuk melayani 

sebagian kelompok masyarakat atau sebagian wilayah kota, 
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pengembangan sistem buangan komunal air limbah yang 

dikembangkan pada kawasan perumahan yang akan 

dikembangkan serta pada kawasan perumahan atas air 

Bontang Kuala. 

 
 

6) Sistem Jaringan Energi 
 

Rencana Pengembangan Pipa Gas Bumi di Kota 

Bontang yang terdapat diwilayah studi sebagai berikut: 
 

1. Jaringan Pipa Gas untuk melayani Perusahaan yang 

salah satunya terdapat di Kelurahan Guntung 
 

2. Pembangunan prasarana jaringan gas yaitu Kelurahan 

Api-api Kecamatan Bontang Utara sebanyak 6.163 Kepala 

Keluarga (KK), dan Kelurahan Gunung Elai Kecamatan 

Bontang Utara sebanyak 8.352 KK. 

 

 

4. Problematika Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Kententeraman dan Perlindungan Masyarakat 
 

Kota Bontang merupakan salah satu daerah otonomi di 
 
Provinsi Kalimantan Timur yang cukup pesat 

perkembangannya. Perkembangan Kota Bontang ini tidak 

dapat dilepaskan dari predikatnya sebagai kota industri. Di 

Bontang terdapat beberapa perusahaan-perusahaan skala 

besar, diantaranya PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kaltim, PT. 

Indominco dan beberapa perusahaan lainnya. Keberadaan 

perusahaan-perusahaan ini tentu menjadi salah satu 

“maghnet” sekaligus penyebab pertumbuhan jumlah 

penduduk di Kota Bontang. Sebagai daerah yang sedang 

berkembang saat ini, tidak menutup kemungkinan suatu 

saat bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Kota 

Bontang akan menuju kota metropolitan jika realisasi 

pemindahan ibu kota negara dapat disegerakan. Seiring 

dengan itu, maka Kota Bontang memerlukan penataan 

yang terencana dengan baik agar tidak menjadi kota yang 
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“semrawut”. Salah satu penataan yang dimaksud yaitu hal-

hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan 

ketenteraman. 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat tidak dapat hanya diserahkan 

kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah saja, namun 

tentu membutuhkan keterlibatan dan peran serta dari 

semua pihak termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat 

menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat dalam suatu daerah, tidak 

terkecuali Kota Bontang. Sebagai warga negara dan 

masyarakat yang baik, setiap orang harus mengetahui apa 

yang menjadi hak dan kewajiban maupun larangan 

terhadap lingkungan sekitarnya khususnya untuk 

menciptakan dan menjaga lingkungan yang tertib. 

Pembangunan suatu daerah akan terwujud dan 

dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat jika disertai 

dengan terciptanya kondisi yang tertib, tenteraman adan 

aman. Cerminan adanya ketertiban, kententeraman dan 

keamanan bagi masyarakat merupakan modal bagi 

pembangunan daerah. Secara fisik pembangunan Kota 

Bontang telah dilaksanakan, namun sejauh ini masih 

terdapat pesoalan mengenai penyelenggaraan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal 

ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa dalam kurun 

waktu lima (5) tahun terakhir, tingkat pelanggaran terkait 

dengan ketertiban umum, dan ketenteraman masih cukup 

tinggi walaupun memang dari tahun ke tahun cendrung 

mengalami penurunan secara kuantitas. 

Tahun 2014 angka pelanggaran terhadap beberapa 

peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah 
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mencapai 6.300 kasus. Angka ini didominasi oleh 

pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Pajak Reklame (Pemasangan Reklame) 

dengan 4.649 kasus. Berikutnya disusul oleh pelanggaran 

Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Administrasi 

Kependudukan (KTP) dengan jumlah 1.362 kasus, 

selanjutnya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (IMB) dengan 92 

kasus, kemudian pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2012 tentang Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) 

sejumlah 68 kasus, Pelanggaran Perwali Nomor 8 thn 2008 

tentang Wajib Belajar Pukul 19.00 s/d 21.00 dengan 67 

kasus, Pelanggaran Perda Nomor 27 thn 2002 tentang 

Larangan Pengawasan, Penertipan Peredaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol dengan jumlah 45 kasus, 

Pelanggaran Perda No. 26 thn 2002 tentang Ijin 

Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum 

dengan 10 kasus dan Pelanggaran Gangguan Trantibun 

dan Tranmas terdapat 7 kasus. 

Pada tahun 2015 angka pelanggaran yang dilakukan 

masyarakat menurun secara drastis dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 4.649 kasus menjadi 417 

kasus. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi sedikit 

kenaikan menjadi 501 kasus, begitu pun pada tahun 2017 

kembali mengalami kenaikan sebanyak 38 kasus menjadi 

539 kasus. Terakhir pada Tahun 2018 jumlah pelanggaran 

mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 299 kasus 

pelanggaran. Dari uraian di atas terlihat bahwa, walaupun 

kuantitas pelanggaran terhadap Peraturan daerah maupun 

Peraturan Kepala Daerah Kota Bontang mengalami 

penurunan selama lima (5) tahun terakhir, namun tetap 

masih ada tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah Kota 
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Bontang untuk tetap memfokuskan perhatian pada upaya 

penurunan angka pelanggaran masyarakat khususnya 

terhadap peraturan daerah yang bersinggungan dengan 

K3. Tanggung Jawab ini tentu harus dilaksanakan demi 

menciptakan kondisi dan situasi yang tertib, bersih dan 

indah bagi masyarakat secara umum. 

Dalam bentuk tabel, data pelanggaran atas 

penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat yang tergambarkan sebagai 

berikut: 

 
Tabel 13. Data pelanggaran Peraturan Daerah, kaitannya 
dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman 
dan perlindungan masyarakat 
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Sejak awal pembentukan Kota Bontang melalui Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, hingga kini 

belum terdapat produk hukum daerah yang khusus mengatur 

tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat. Hal ini tentu berimbas pada 

optimaisasi peran pemerintah daerah melalui organisasi 

perangkat daerah maupun unit satuan yang ada di Kota 

Bontang dalam mewujudkan Kota Bontang yang tertib, 

tneteram dan aman. Untuk itu, menjadi sangat penting dan 

perlu Pemerintah Daerah Kota Bontang menyusun dan 

menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat guna mewujudkan dan menjamin 

lingkungan yang tertib, tenteram dan aman bagi masyarakat 

Kota Bontang. 
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BAB III 
 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- 
 

UNDANGAN TERKAIT 
 

 

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan 

kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal 

tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan 

hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan 

penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara: 
 

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga 

masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum 

tersebut; 
 

2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat 

menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut; 
 

3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan 

dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan    gambaran    umum    mengenai    peraturan 
 

perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk 

merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang 

Penyelenggaraan  Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan 

Perlindungan Masyarakat diperlukan analisis peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat 

dan pemerintah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Bontang, 

guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah 

dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu 

peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut 

disajikan sebagai berikut:  

 

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 
Upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum 

melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Undang 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
 

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah meliputi: 
 

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; 
 

b. memajukan kesejahteraan umum; 
 

c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 
 

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
 

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi 

mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk 

upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni 

melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari 

penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen 

hukum untuk menciptakan ketertiban umum di wilayahnya.  

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintahan 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga 

dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) 

dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah 
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dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum 

Peraturan Daerah. 

 
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

 
Ketertiban umum merupakan salah satu syarat terciptanya 

kehidupan yang aman dan tenteram. Berdasarkan Pasal 30 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram. 

Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa Pemerintah wajib dan 

bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan 

lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang 

diterima oleh negara Republik Indonesia. 
 

Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemerintah Daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Pemerintah 

Republik Indonesia berkewajiban menciptakan ketertiban umum 

dalam rangka menegakkan kehidupan aman dan tenteram yang 

menjadi hak asasi setiap orang. Salah satu bentuk pelaksanaan 

kewajiban tersebut adalah melalui Peraturan Daerah Provinsi yang 

muatan materinya mengatur mengenai ketertiban umum.  

 
 
 

C. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan 

Gedung. 

 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan 

bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk 

hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada 

setiap tahap penyeleng-garaan bangunan gedung, ketentuan 

tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, 

sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. 
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Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung 

adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung 

darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi 

bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial 

dan budaya setempat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 7 ayat (5). Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) ditegaskan bahwa 

Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk 

keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. 
 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan 

gedung mempunyai hak: 
 

a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas 

rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi 

persyaratan; 
 

b. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan 

perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 
 

c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau 

lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah 

Daerah; 
 

d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan 

perundangundangan dari Pemerintah Daerah karena 

bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus 

dilindungi dan dilestarikan;  mengubah fungsi bangunan 

setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah; 
 

e. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah 

Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh 

kesalahannya. 
 

Penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung 
 

mempunyai kewajiban meminta pengesahan dari Pemerintah 

Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang 

terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan. 
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D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

merupakan landasan hukum dalam upaya terpenuhinya peranan 

jalan sebagaimana mestinya. Hakikat kehadiran undang-undang 

ini karena menyadari bahwa transportasi merupakan unsur 

penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, 

wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan 

kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 

UUD N RI Tahun 1945. Serta jalan sebagai bagian sistem 

transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama 

dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta 

lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan 

wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan 

pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh 

kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan 

keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam 

rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. 
 

Kehadiran undang-undang bertujuan mewujudkan ketertiban 

dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan 

peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan 

peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian 

layanan kepada  masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang 

andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, 

mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil 

guna untuk 
 

mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu dan 
 

mewujudkan pengusahaan jalan yang transparan dan terbuka.51 

Adapun lingkup jalan yang diatur dalam undang-undang ini 
 

diantaranya: 
 

1. Jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, 

pembangunan, dan pengawasan; 
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2. Jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, 

pengusahaan, dan pengawasan; dan 

3. Jalan khusus. 

 

Dalam BAB IV yang mengatur jalan umum dalam Pasal 13 

dikatakan bahwa penguasaanya diberikan kepada negara. 

Penguasaan oleh negara kemudian dapat diberikan wewenang 

kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan jalan. Pemberian wewenang tersebut juga 

diberikan kepada Pemda kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 
 

16 secara rinci dapat dilhat sebagai berikut: 

 

 
Pasal 16 

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan 

jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan 
desa.  

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan 

meliputi penyelenggaraan jalan kota.  
(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, 

dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

dan pengawasan. 

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat 

melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah 

kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut 

kepada pemerintah provinsi  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan 

jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah 
 

Dalam kaitanya untuk menyelenggarakan wewenang di bidang 
 

jalan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 16  ayat  (3) 
 

wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, 

pengembagan, dan pengawasan sejalan juga dengan upaya 

mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat di lingkup pemerintahan daerah khususnya tertib 
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jalan dan angkutan jalan. Melalu kewenangan tersebut  Pemda  

dapat 

 
melakukan rekayasa yuridis di bidang jalan dan angkutan jalan 

agar terwujud visi ketertiban lebih khusus tertib bidang jalan dan 

angkutan. Dengan demikian keberadaan undang-undang ini 

sangat 

relevan  sebagai  rujukan  hukum  dalam  melakukan  pengaturan 
 

dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
 

masyarakat. 

 

E. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang. 
 

Penataan ruang merupakan salah satu aspek ketertiban 

umum yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang baik 

dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. Kebijakan 

otonomi daerah memberikan kewenangan semakin besar kepada 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

penataan ruang. 

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dalam konteks penataan ruang meliputi: 
 

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan 

kawasan kawasan strategis kabupaten/kota; 
 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten_/Kota; 
 

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

Kabupaten/Kota; dan 
 

d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi antar kabupaten/kota. 
 

Adapun wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota meliputi: 
 

a. perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota; 
 

b. pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan 
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c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota. 

Dalam penataan ruang kawasan strategis Kabuppaten/Kota, 
 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: 
 

a. penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota; 
 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; 
 

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan 
 

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

Kabupaten/Kota. 

Aspek  pelaksanaan  penataan  ruang  yang  berkaitan  erat 
 

dengan ketertiban umum adalah pengendalian pemanfaatan 

ruang. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 

2007 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah 

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian 

pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan 

zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disintensif, serta 

pengenaan sanksi (Pasal 35). Pengenaan sanksi merupakan 

tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan 

zonasi. 

 

F. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. 
 

Substansi undang-undang ini yang terkait dengan langsung 

mengenai pengelolan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam 

hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 

sebagai berikut: Pengurangan sampah yang dimaksud dalam 

meliputi kegiatan: (1) pembatasan timbulan sampah; (2) 

pendauran ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali 

sampah. Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) 
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menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam 

jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang 

ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang 

ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan 

mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur 

ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam 

melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, 

dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 

Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam 

melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan 

bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah 

diurai oleh proses alam. 
 

Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai 

pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai 

penanganan sampah, yang meliputi : 
 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 
sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;  

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan 
sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 

 
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau 
dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat 
pemrosesan akhir;  

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, 
dan jumlah sampah; dan/atau  

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian 
sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke 
media lingkungan secara aman. 

 

 

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial 
 

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, 
 

serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara 

demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan 

pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial 
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merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi: 
 

a) Rehabilitasi sosial, b) Jaminan sosial, c) Pemberdayaan sosial; 

dan d) Perlindungan sosial. 
 

Selain pemerintah pusat, penyelenggaran kesejahteraan sosial 

ini juga merupakan tanggung jawab dan wewenang dari 

pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Khusus bagi Kabupaten/Kota, wewenang terkait penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana berikut: 
 

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:  

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan 

nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; 

b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial di wilayahnya; 

c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan 

penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; 

d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan 

e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan 

kesetiakawanan sosial. 

 
 
 

H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 

Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH) 
 

menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 
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Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X 

bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan 

pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), 

memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan 

pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. 
 

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas 

dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 
 

97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: 

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 

pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah). 

 
I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

 
Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk 

Peraturan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah 

kabupaten/kota harus didasarkan pada asas-asas pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yaitu: 
 

a. kejelasan tujuan; 
 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat 

dilaksanakan; 
 

d. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
 

e. kejelasan rumusan; dan 
 

f. keterbukaan. 
 

Sedangkan menyangkut materi muatan Peraturan Perundang-

undangan, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut: 
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a. pengayoman; 
 

b. kemanusiaan; 
 

c. kebangsaan; 
 

d. kekeluargaan; 
 

e. kenusantaraan; 
 

f. bhinneka tunggal ika; 
 

g. keadilan; 
 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
  

Berdasarkan ketentuan Pasal 14, materi muatan Peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah, 

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dapat memuat ketentuan pidana (Pasal 15) 

berupa ancaman pidana kurangan paling lama 6 (enam) bulan 

atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota dapat saja memuat ancaman pidana 

kurungan atau pidana denda selain penjara maksimal 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah), asalkan sesuai dengan yang diatur di dalam 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

 
 

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 
Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 
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pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur 

dalam Paasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (undang-undang administrasi 

kependudukan).  

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan 

tanggung jawab dan wewenang negara melalui pemerintah yang 

dalam pasal 5 undang-undang administrasi kependudukan 

ditegaskan bahwa: 
 

“Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan 
 

Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi: 
 

a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah;  
b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;  
c. fasilitasi dan sosialisasi;  
d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi 

dan konsultasi;  
e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala 

nasional;  
f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;  
g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko 

KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan  
h. pengawasan.” 

 
Sedangkan kewenangan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan yang berada pada pemerintah kabupaten/kota 
meliputi: 
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di 

bidang Administrasi Kependudukan;  
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan;  
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan;  
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan;  
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian 

urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas 

pembantuan;  
g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota 

berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan 
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dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab 

dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan 

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan.  

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat 

maupun daerah untuk memenuhi hak setiap warga negara terkait 

dengan dokumen kependudukan, pelayanan dalam pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan terhadap data 

pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi 

menganai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 

ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan 

dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 

penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Untuk 

kelancaran dan kemudahan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan, setiap warga negara (penduduk) memiliki 

kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana 

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

 

 

K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

 

 

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam 

berbagai urusan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengganti 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: 
 

a. penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
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peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; dan 
 

b. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan 

antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta 
 

peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan pemerintah 

daerah ditekankan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pembagian urusan 

pemerintahan, Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 

2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, 

dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan 

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sementara dekonsentrasi 

adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab 

urusan pemerintahan umum. Adapun tugas pembantuan adalah 

penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah provinsi 

kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 
 

Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan 

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan 

urusan pemerintahan umum (Pasal 9). Urusan pemerintahan 
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absolut (Pasal 10) merupakan urusan yang sepenuhnya 

merupakan kewenangan pusat, yang terdiri atas: 
 

a. politik luar negeri; 
 

b. pertahanan; 
 

c. keamanan; 
 

d. yustisi; 
 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 
 

f. agama. 
 

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan 

pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan 

pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 
 

Dari ketiga kualifikasi urusan pemerintahan di atas, hanya 

urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah 

menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan 

konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pemerintahan 

pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Adapun Urusan 

Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 

Daerah. 
 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merinci 

urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas: 
 

a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar yakni urusan pemerintahan yang sebagian substansinya 

merupakan Pelayanan Dasar; dan 
 

b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar. 
 

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar menurut Pasal 12 ayat (1) terdiri atas: 

a. pendidikan;  

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
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d. perumahan rakyat dan kawasan kumuh; 

e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 

dan 

f. sosial. 

 
Dari Pasal 12 ayat (1) tersebut terlihat bahwa urusan 

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar. Artinya, pemerintah daerah wajib 

menyelenggarakan urusan ini. 
 

Persoalan berikutnya menyangkut pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada prinsipnya, pembagian 

tersebut didasarkan pada prinsip-prisnip sebagai berikut: 
 

a. prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa penanggung jawab 

penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan 

berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan 

jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan 

suatu Urusan Pemerintahan; 
 

b. prinsip efisiensi, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan 

Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat 

daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh; 
 

c. prinsip eksternalitas, yaitu bahwa penyelenggara suatu Urusan 

Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan 

jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu 

Urusan Pemerintahan; dan 
 

d. prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu bahwa 

penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan 

berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan 

dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, 

implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program 

strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3), kriteria urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah: 
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a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota; 
 

b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota; 
 

c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

lintas kabupaten/kota; dan/atau 
 

d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 
 

Adapun   kriteria   Urusan   Pemerintahan   yang   menjadi 
 

kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah: 
 

a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota; 
 

b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Dalam 

Kabupaten/Kota; 
 

c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau 
 

d. urusan pemerintahan yang penggunasan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupate/kota. 
 

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut 

mengenai pembagian kewenangan dalam urusan ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana 

tersaji dalam Tabel di bawah ini. 

 
 

Tabel 14. Pembagian kewenangan dalam urusan ketentraman dan 
ketertiban umum. 

SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT 
DAERAH 

PROVINSI 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 
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Selain pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, dalam UU 

No. 23 Tahun 2014 juga diatur mengenai pembagian kewenangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi. Pasal 14 

menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Penyelenggaraan 

keempat urusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

provinsi kecuali: 
 

a. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan 

dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota; 
 

b. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 

yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan 
 

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 

yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam 
 

Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota.  

 

 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

a. Standarisasi 

tenaga satuan 
polisi pamong 
praja 

b. Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan, dan 

pengangkatan 
penyidik pegawai 

negeri sipil 
(PPNS) penegak 
Perda 

a. Penanganan 

gangguan 
ketenteraman 
dan ketertiban 

umum lintas 
Daerah 
kabupaten/kot

a dalam 1 
(satu) Daerah 

provinsi 
b. Penegakan 

Perda Provinsi 

dan peraturan 
gubernur 

c. Pembinaan 
PPNS Provinsi 

a. Penanganan 

gangguan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum 

dalam 1 (satu) 
Daerah 
kabupaten/kota 

b. Penegakan Perda 
kabupaten/kota 

dan peraturan 
bupati/walikota 

c. Pembinaan PPNS 

kabupaten/kota 
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L. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

 
Pelaksanaan Peraturan Daerah terutama yang menyangkut 

ketertiban umum baik provinsi maupun kabupaten/kota akan 

melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pembentukan, 

kedudukan, tugas dan fungsi Satpol PP telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2018 disebutkan: 
 

(1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan 

kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. 
 

(2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang 

penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Satpol PP dipimpin seorang kepala satuan dan berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui 

sektretaris daerah. Sedangkan tugas Satpol PP sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 5 yakni menegakkan Perda dan perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat. 
 

Adapun fungsi Satpol PP dijelaskan dalam Pasal 6 yang 

meliputi: 
 

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penegarakn Perda dan perkada, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan perkada, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
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penyelenggaraan pelindungan masyarakat dan instansi 

terkait; 

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 

hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan perkada; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan 

oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Tabel 15. Menjelaskan tentang beberapa wewenang, hak dan 

kewajiban Satpol PP. 

 

Wewenang 

  

Hak 

  

Kewajiban 

 

      
         

a. melakukan tindakan  a. hak atas sarana  a. menjunjung tinggi  

 penertiban   dan prasarana   norma hukum,  

 nonyustisial terhadap   serta fasilitas lain   norma agama, hak  
 warga masyarakat,   sesuai dengan   asasi manusia dan  

 aparatur, atau badan   tugas dan   norma sosial  

 hukum yang   fungsinya   lainnya yang hidup  

 melakukan   berdasarkan   dan berkembang di  
 pelanggaran atas   ketentuan   masyarakat;  
 Perda dan/atau   peraturan  b. menaati disiplin  

 peraturan kepala   perundang-   pegawai negeri sipil  
 daerah;   undangan; dan   dan kode etik Polisi  

b. menindak warga  b. dapat diberikan   Pamong Praja;  

 masyarakat, aparatur   tunjangan khusus c. membantu  

 atau badan hukum   sesuai dengan   menyelesaikan  
 yang mengganggu   kemampuan   perselisihan warga  

 ketertiban umum dan   keuangan daerah.   masyarakat yang  

 ketentraman      mengganggu  
 masyarakat;      ketertiban umum  

c. fasilitasi dan      dan ketentraman  

 pemberdayaan      masyarakat;  

 kapasitas     d. melaporkan kepada  

 penyelenggaraan      Kepolisian Negara  

 perlindungan      Republik Indonesia  
 masyarakat;      atas ditemukannya  

d. melakukan tindakan      atau patut diduga  

warga masyarakat,  adanya tindak 

aparatur, atau badan  pidana; dan 
hukum yang diduga  e. menyerahkan 

melakukan  kepada Penyidik 
pelanggaran atas  Pegawai Negeri Sipil 

Perda dan/atau  daerah atas 

peraturan kepala  ditemukannya atau 

daerah; dan  patut diduga 

e. melakukan tindakan  adanya pelanggaran 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat 

86 
 

administratif terhadap  terhadap perda 

warga masyarakat,  dan/atau peraturan 
aparatur atau badan  kepala daerah. 

hukum yang   

melakukan   

pelanggaran atas   

Perda dan/atau   

peraturan kepala   

daerah.   
 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 28, Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau 

bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta 

bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau 

lembaga lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan. 

Kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan atas hubungan 

fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan 

mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan 

hierarki dan kode etik birokrasi. Selanjutnya dalam Pasal 29 

diatur secara khusus mengenai kewenangan Satpol PP Provinsi 

untuk mengoordinir pemeliharan dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas 

kabupaten/kota. 

 
M. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2002 

tentang Izin Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi 

Umum. 
 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2002 

tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi 

Umum mengatur mengenai perizinan bagi kegiatan usaha 

hiburan dan rekreasi umum yang ada di Kota Bontang. Bahwa 

setiap kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum di daerah, 

wajib memiliki izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi 

umum yang dikeluarkan oleh Kepala daerah. 
 

Selain harus memiliki izin, palaku usaha juga menaati 

larangan yang diatur dalam perda ini antara lain: 
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a. Menyediakan pramuria dan atau melakukan kegiatan yang 

mengarah pada prostitusi; 
 

b. Mengadakan undian dalam bentuk apapun, yang mengarah 

pada unsur judi dalam penyelenggaraannya; 
 

c. Menerima pengunjung yang berusia dibawah usia 18 tahun; 
 

d. Menerima pengunjung yang berpakaian seragam PNS kecuali 

yang sedang menjalankan tugas kedinasan; 
 

e. Membuka kegiatan usaha diluar waktu yang ditentukan dalam 

izin; 
 

f. Menerima pengunjung yang membawa senjata api, senjata 

tajam, narkotika dan zat-zat aditif lainnya; 
 

g. Memperdagangkan minuman beralkohol kecuali yang 

mendapatkan izin dari Kepala Daerah. 

 
Terhadap pelanggaran perizinan dan larangan di atas, pelaku 

usaha dalam kegiatan usaha baik hiburan maupun rekreasi 

umum dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam 

perda ini. 

 
N. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Bangunan Gedung. 
 

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri 

manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung 

perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan 

kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk 

mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati 

diri, serta

 
seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan 

gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. 

Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap 

mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian 
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dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, 

setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus 

diselenggarakan secara tertib. 
 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, 

klasifikasi 
 

bangunaan gedung, persyaratan bangunan gedung, 

penyelenggaraan bangunan gedung, peran serta masyarakat serta 

pembinaan. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut 

dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, 

dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. 
 

Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara 

aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan 

bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga 

dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung 

dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. 

Perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran 

penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang jasa konstruksi baik sebagai perencana, 

pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasa-

jasa pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis 

bangunan gedung. 
 

Dengan adanya peraturan daerah ini, maka semua 

penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun 

pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah Kota Bontang Baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak 

asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. Dalam menghadapi 

dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi maupun 

arsitektur dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang seimbang 

dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan 
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yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, 

spesifik, dan bersejarah. 
 

Pengaturan dalam perda ini juga memberikan ketentuan 

pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 

Kota Bontang yang sangat beragam. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemerintah daerah terus mendorong, memberdayakan 

dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat 

memenuhi ketentuan dalam perda ini sehingga jaminan 

keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam 

menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat 

dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat 

kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai 

dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. 

 
 

O. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif 

Lapangan. 

Peraturan daerah ini memberikan wewenang kepada daerah 

untuk menetapkan dan menghapus lokasi Pedagang Kaki Lima 

(PKL) pada fasilitas umum dengan mempertimbangkan 

kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, 

ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dilingkungan sekitasnya. 

Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan waktu 

kegiatan, jenis barang yang diperdagangkan dan bentuk alat 

peraga yang digunakan oleh PKL. Pada peraturan daerah ini juga 

mengatur mengenai tahapan,prosedur dan persyaratan 

pendaftaran bagi PKL yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan di tempat umum. 

Ada bebrapa kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi 

oleh PKL, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 antara lain : 
 

a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, 

dan kesehatan lingkungan tempat usaha; 
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b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan 

dengan tertib dan teratur; 
 

c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai dengan tanda daftar 

usaha yang dimilikinya; 
 

d. Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah 

mempunyai kebijakan lain atas pemanfaatan fasilitas umum 

tanpa meminta ganti rugi; 
 

e. Mematuhi ketentuan pengguanaan lokasi dan ketentuan 

usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 
 

f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam tanda 

daftar usaha; 
 

g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat 

peraga di luar waktu kegiatan yang telah ditentukan oleh 

kepala daerah. 
 

Terhadap pelanggaran atau pengabaian dari kewajiban 

tersebut di atas, maka PKL dapat dikenai sanksi berupa: surat 

teguran, pencabutan tanda daftar usaha maupun pembongkaran 

tempat usaha 

 
 

P. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Satpol PP ditetapkan sebagai Perangkat Daerah 

sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan 

Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tipe C menyelenggarakan 
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urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban 

umum. 

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur 

dalam Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
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BAB IV 
 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 
 
 

Berikut dijabarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

berkenaan dengan perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota 

Bontang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Penjabaran 

terhadap hal sebagaimana dimaksud dirumuskan secara terperinci 

berdasarkan hal-hal yang menjadi gagasan dalam perubahan. 

 
A.  Landasan Filosofis 

 
Setidaknya ada dua pandangan yang mengemuka 

kepermukaan jika kita berbicara mengenai landasan filosofis 

berkenaan dengan pentingnya suatu peraturan perundang-

undangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa landasan 

filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau 

ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung 

dalam Pancasila. Pendapat ini di antaranya dianut oleh Jimly 

Asshiddiqie. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa landasan 

filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh 

isi peraturan perundang-undangan. Pendapat ini dianut oleh Solly 

Lubis yang menyatakan bahwa landasan filosofis suatu peraturan 

perundang-undangan adalah dasar filsafat atau pandangan, atau 

ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan 

kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft 

peraturan Negara. Untuk keluar dari perbedaan kedua pandangan 

tersebut, maka ada baiknya mengakomodir keduanya. Sebab 

berdasarkan kaidah hukum, al-khuruj minal khilaf mustahabbun, 

keluar dari perbedaan lebihdianjurkan. Artinya, tidak terjebak di 

dalam perbedaan lebih diutamakan. 
 

Berkenaan dengan hal tersebut, secara filosofis, negara 

sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan pembagunan guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan 
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UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sedangkan dalam 

kaitanya untuk mewujudkan penyelenggaraan menyelenggarakan 

ketertiban, ketenteraman dan perlindungan bagi masyarakat 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun merupakan 

tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV adalah “Melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ” 

 
Salah satu frasa yang terdapat dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah 

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia”. Frasa tersebut sangat filosofis, tidak mudah untuk 

memahami makna tertinggi dari frasa tersebut. 
 

Secara bahasa dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

“melindungi segenap bangsa Indonesia” adalah melindungi segenap 

rakyat Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan “melindungi” 

seluruh tumpah darah Indonesia” adalah melindungi seluruh 

wilayah Indonesia. 
 

Melihat pemahaman secara bahasa di atas, maka dapat 

diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan “melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” 

adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi 

seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan secara 

komprehensif. Bentuk konkrit dari melindungi seluruh rakyat 

Indonesia pada dasarnya adalah perlindungan terhadap hak-hak 

asasi dari manusia Indonesia baik secara kolektif ataupun secara 

individu, sedangkan perlindungan terhadap wilayah secara konkrit 

adalah melindungi tiap jengkal wilayah Indonesia dari setiap 

gangguan intern maupun eksternal. 
 

Adapun penjabaran normatif dari perlindungan terhadap 

rakyat tersebut pada dasarnya dapat dilihat pada pasal-pasal 

dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, pasal pasal yang 
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mengatur hak-hak asasi manusia merupakan bentuk norma 

konkrit dari perlindungan terhadap rakyat Indonesia, pun 

demikian dengan pasal-pasal yang terkait dengan sistem 

perekonomian, sistem kebudayaan atau sistem pendidikan. Lebih 

konkrit lagi, pasal-pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 

1945, dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-

undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. 
 

Demikian halnya dengan perlindungan terhadap tumpah 

darah Indonesia, tercermin dalam pasal-pasal yang terkait dengan 

kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Pasal 

25A UUD NRI Tahun 1945. Untuk kemudian dijabarkan dalam 

berbagai macam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 

NRI Tahun 1945. 
 

Berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat UUD NRI 1945, secara limitatif 

ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I 

ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-

pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi 

manusia. 
 

Perwujudan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat 

dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas 

kegiatanya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerahpun 

ikut memiliki peran untuk mengurusi ketertiban, ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, 

karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah 

melalui Pemda. 
 

Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dibagi menurut 

standar baku yang telah ditetapkan dalam lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Salah satu kewenangan yang pengelolaannya dibagi antar pemda 
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provinsi, kabupatan/kota, dan pusat adalah urusan ketertiban 

umum. 
 

Bahwa pengaturan terhadap ketertiban, ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang 

sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan 

pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun 

non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar 

masyarakat serta bagian dari hak asas manusia. 
 

Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-

benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki 

hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab 

sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin 

ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah 

Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi 

kebutuhan masyarakat atas ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh 

daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai 

bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu 

keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai 

penjabaran normatif perlindungan terhadap rakyat yang 

dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-

undangan termasuk salah satunya yaitu bentuk ikhtiar Pemda 

Kota Bontang dalam menyusun rancangan peraturan daerah 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat. 

 

B.  Landasan Sosiologis 
 

Secara sosiologis kota Bontang merupakan sebuah kota yang 

memiliki masyarakat yang majemuk, karena kota Bontang sebagai 

Kota industri dan Kota Pariwisata, sehingga menjadi tempat tujuan 

berbagai masyarakat yang datang dari bermacam-macam etnis. 

Masing-masing etnis memiliki budaya dan tata nilai yang bisa 

berbeda satu dengan lainnya. Adanya perbedaan budaya dan tata 
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nilai dapat menimbulkan kerentanan dan selanjutnya dapat 

memicu perselisihan dan konflik yang tajam di tengah-tengah 

masyarakat kota Bontang. Tidak hanya itu, kententeraman dan 

rasa aman pun berpotensi terganggu apabila tidak ada suatu 

regulasi yang secara kongkrit dan komprehensif mengatur 

mengenai hal tersebut. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang 

dapat mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat. 

Lebih lanjut, Kota Bontang sebagai kota industri dan 

pariwisata juga memiliki tata nilai yang sejak dulu telah menjiwai 

masyarakatnya, adapun tata nilai tersebut adalah masyarakat taat 

terhadap berbagai macam peraturan. Ketaatan terhadap peraturan 

tersebut tidak hanya ketaatan mengenai peraturan tertulis namun 

juga peraturan yang tidak tertulis, karena jaman dahulu 

peraturan tidak tertulis ini adalah sebagai kontrol masyarakat 

dalam menjalankan harmonisasi pada saat mereka berinteraksi 

dan bermasyarakat. Namun dalam kenyataannya pada saat 

sekarang ini tidak sedikit terjadi pengesampingan bahkan 

pelanggaran terhadap peraturan yang ada di tengah-tengah 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam data yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya. Pengesampingan dan pelanggaran 

terhadap peraturan yang ada di masyarakat ini jika dibiarkan 

begitu saja tentu akan berdampak pada disharmonisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
 

Oleh karena itu agar jangan sampai terjadi disharmonisasi 

dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bontang ini maka perlu 

dibuat suatu peraturan yang dapat memberikan rambu-rambu 

sekaligus kontrol sosial masyarakat dalam berinteraksi dan 

menjaga kehidupan bermasyarakat. Jika pelanggaran-pelanggaran 

atas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat terus dibiarkan dan tanpa adanya 

kontrol sosial berupa penegakan peraturan, tentu hal ini akan 

menjadi sebuah gangguan yang selanjutnya akan menjadikan dan 

menciptakan warga masyarakat menjadi tidak tertib serta akan 
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menggerus tata nilai budaya kota Bontang yang terkenal taat 

terhadap peraturan. 

 
C.  Landasan Yuridis 

 
Landasan yuridis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dimaknai 

sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk ditujukan 

untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang 

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis 

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi 

atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan 

perundang-undangan.  

Berkenaan dengan hal tersebut dan kaitannya dengan 

rencana penyusunan Perda Kota Bontang tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan 

dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, “setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”.61 

 
Lebih lanjut konstitusi mengatakan dalam Pasal 28H ayat (1) 

bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.62 Pasal 

Pasal 28I ayat (4) dikatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah”.63 Dan kembali di tegaskan Pasal 28J ayat 

(1) bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara”.64 
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Konstruksi pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa 

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas 

rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, hak atas hidup 

sejahtera, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang 

baik dan pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional 

warga negara yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. 

Secara limitatif perlindungan dan pemenuhan tersebut 

sesungguhnya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. 

Dengan begitu, masyarakat dapat dengan tenang, aman dan 

nyaman melaksanakan aktivitas kegiatanya sehari-hari serta dapat 

ikut serta meningkatkan kesejahteraannya sebagai hasil dari 

hadirnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan 

Perlindungan Masyarakat. 

Berkenaan dengan hal tersebut, sesungguhnya cukup banyak 

regulasi yang secara umum mengatur penyelenggaraan 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan 

Perlindungan Masyarakat. Seperti salah satunya adalah Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. 

Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur soal pembagian urusan antara 

pemerintah pusat dengan pemda. Klasifikasi urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan 

pemerintah wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar lebih lanjut diatur dalam 
 

Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut: 
 

Pasal 12  
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) meliputi: 

a. pendidikan;  
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
e. ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 

masyarakat; dan  
f. sosial. 

 
Lebih lanjut urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 
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dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai 

berikut: 
 

Pasal 12  
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat  
(2) meliputi:  
a. tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  
c. pangan; 

d. pertahanan;  
e. lingkungan hidup; 
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

pemberdayaan masyarakat dan Desa;  
g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
h. perhubungan;  
i. komunikasi dan informatika; 
j. koperasi, usaha kecil, dan menengah, 
k. penanaman modal;  
l. kepemudaan dan olah raga; 
m. statistik;  
n. persandian; 
o. kebudayaan;  
p. perpustakaan; dan 
q. kearsipan. 

 
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan 

kewenangan Pemda sebagai urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar. 
 

Dari uraian pembagian urusan yang tersebut dapat diketahui 

juga bahwa Pemda menjadi ujung tombak urusan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat karena di 

dasari atas pemahaman bahwa titik pusat otonomi daerah terletak 

di pemerintah kabupaten/kota, dengan asumsi pemerintah 

kabupaten/kota lah yang secara lansung berinteraksi dengan 

rakyat. Selain itu dalam hal melakukan penegakan perda dan 

perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) 

kewenangan itu diberikan kepada Satpol PP. 
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Tidak hanya itu, regulasi lain yang juga secara umum 

mengatur ketersinggungan mengenai penyelenggaraan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yaitu: 
 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan 

Gedung. 
 
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.  

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang. 
 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. 
 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 

9. Undang-Undang 2 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 
 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja. 
  

13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2001 

tentang Bangunan Gedung. 
 

14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan. 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat 

101 
 

15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

 

Namun, meskipun cukup banyak regulasi yang mengatur 

ketersinggungan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman 

dan perlindungan masyarakat, belum terdapat satu regulasi di 

Kota Bontang yang secara khusus dan komprehensif mengatur 

soal penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan 

perlindungan masyarakat. Hal ini tentu berpotensi menjadi satu 

persoalan nyata bagi pemda Kota Bontang untuk memenuhi hak-

hak rakyat sebagaimana dijelaskan diatas dan menjadi persoalan 

nyata pula bagi Pemda Kota Bontang untuk mewujudkan Kota 

Bontang yang tertib, bersih dan indah. Oleh karna itu, secara 

yuridis sesungguhnya hadirnya Perda Kota Bontang tentang 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat  menjadi penting dalam upaya untuk 

mengisi kekosongan hukum tersebut.  
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BAB V 
 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
 

LINGKUP 
 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 
 
 
 
 

A.  Jangkauan dan Arah Pengaturan 
 

Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini 

secara umum adalah terlaksananya penyelenggaraan ketertiban 

umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota 

Bontang yang berkepastian hukum. Sehingganya, kedepan Kota 

Bontang akan menjadi Kota yang tertib, tenteram, bersih dan 

indah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota 

Bontang. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut jangkauan 

pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini meliputi asas, 

maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, penyelenggaraan 

ketertiban, penyelenggaraan ketenteraman, dan penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat, tindakan pencegahan, pengawasan dan 

penertiban; partisipasi masyarakat, sanksi administratif, 

ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.  

 

B.  Ruang Lingkup Materi Muatan 

Ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah 
terdiri atas: 

1. BAB I KETENTUAN UMUM 

2. BAB II KEWENANGAN 

3. BAB III KETERTIBAN UM 

4. BAB IV KETENTERAMAN MASYARAKAT 

5. BAB V PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

6. BAB VI PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

7. BAB VII KERJA SAMA 

8. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT 

9. BAB IX PEMBIAYAAN 

10. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF 
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11. BAB XI  KETENTUAN PENYIDIKAN 

12. BAB XII KETENTUAN PIDANA 

13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP 

 
1. Ketentuan Umum 

 
Bab ini memuat rumusan mengenai definisi atau batasan 

pengertian, singkatan atau akronim serta hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat 

yang akan digunakan dalam perumusan materi muatan dalam 

batang tubuh. Ketentuan umum dalam raperda nantinya 

meliputi: 

1. Daerah adalah Kota Bontang. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Satuan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya 

disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang 

memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat. 

6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang 

serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan 

perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan 

batin. 

7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang 

mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik 
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fisik maupun psikologis. 

8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan 

dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan 

dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk 

melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna 

mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut

 memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban  

masyarakat, dan kegiatansosial kemasyarakatan. 

9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. 

10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar 

dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan 

permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan 

kaki. 

11. Ruang Terbuka Hijau adalah setiap ruang yang terbuka 

sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan 

dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

12. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perOrangan 

yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di 

dalamnya adalah semua gedung- gedung perkantoran milik 

daerah, gedung perkantoran umum, pendidikan, kesehatan, 

niaga, peribadahan, pantai, rekreasi, kebudayaan, lapangan 

terbuka dan pemakaman umum. 

13. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan 

pemukiman, termasuk di dalamnya adalah puskesmas, 

klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan tempat rekreasi. 

14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari 

ruang terbuka hijau kota yang diatasnya terdapat pohon 

dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan 

ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material 
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taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu 

menjadi areal penyerapan air. 

15. Orang adalah Orang dan/atau badan hukum sebagai 

subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban. 

16. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, 

pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses 

pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat 

dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat 

menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan 

berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan 

masyarakat dan kehidupan hewani/nabati. 

17. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah 

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat 

permanen atau tidak permanen. 

18. Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PKL adalah 

pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor 

informal yang menggunakan fasilitas umum baik di 

lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan 

peralatan bergerak maupun tidak bergerak. 

19. Pengamen adalah Orang yang baik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni 

dengan menampilkan karya seni, yang dapat di dengar oleh 

Orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah 

sebagai balas jasa. 

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas 

ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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21. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut 

Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh 

pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga 

masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta 

keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan 

bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat 

bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman 

dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

 
Selain memuat mengenai definisi atau batasan pengertian, 

singkatan atau akronim, bab ini juga mengurai mengenai asas, 

maksud dan tujuan serta ruang lingkup pengaturan raperda, 

yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut: 

 
a. Asas 

 
Asas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat dalam raperda nantinya yaitu: 
 

1) Kepastian Hukum. 
 

Maksud asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara 

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara. 
 

2) Keadilan. 
 

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam 

penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga negara. 
 

3) Kemanfaatan. 
 

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam 

penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi 

setiap warga negara. 
 

4) Kepentingan Umum. 
 

Maksud asas kepentingan umum yaitu asas yang 

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
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5) Keterbukaan. 
 

Maksud asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 
 

6) Proporsionalitas. 
 

Maksud asas proporsionalitas yaitu asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penyelenggara negara. 

7) Profesionalitas. 
 

Maksud asas profesionalitas yaitu asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

8) Akuntabilitas. 
 

Maksud asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatanpenyelenggara pemerintahan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

9) Efisiensi. 
 

Maksud asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada 
 

minimalisasi penggunaan sumber daya dalam 

penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang 

terbaik. 
 

10) Efektivitas. 
 

Maksud asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada 

tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 

 
b. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 

 
Maksud dari Pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat 

dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam 
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penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat di Daerah. 

 

Adapun tujuan Pengaturan tentang penyelenggaraan 
 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat 
adalah untuk: 

 
a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah 

dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman 

dan Perlindungan Masyarakat; 

b. mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, 

nyaman, bersih, dan indah; 

c. meningkatkan  kualitas pembangunan melalui 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat; 

d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan 

e. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat. 

 
Sedangkan ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 

 
a. kewenangan; 

b. Ketertiban Umum; 

c. Ketenteraman Masyarakat; 

d. Perlindungan Masyarakat; 

e. Pencegahan, pengawasan dan penertiban; 

f. kerja sama; 

g. partisipasi masyarakat; dan 

h. pembiayaan. 

 

2. Kewenangan  

Dalam bab ini memuat kewenangan Daerah untuk 

menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja. Dimana dalam penyelenggaraan Ketertiban 
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Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP 

dapat melibatkan berbagai pihak. 

 

3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum 
 

Dalam bab ini, memuat penyelengaraan ketertiban umu yang 

akan diatur nantinya meliputi: 

a. tertib jalan dan trotoar; 

b. tertib ruang terbuka hijau, tempat umum dan fasilitas sosial; 

c. tertib sungai, danau, dan saluran air; 

d. tertib bangunan; 

e. tertib pemilik dan penghuni bagunan; 

f. tertib sosial; 

g. tertib perizinan; 

h. tertib tempat dan usaha tertentu; 

i. tertib tempat hiburan dan keramaian; 

j. tertib kesehatan. 

k. tertib bulan ramadan; 

l. tertib pemanfaatan aset milik daerah; dan 

Dalam setiap penyelenggaraan ketertiban, akan dijabarkan 

apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi setiap orang. 

 

4. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat 

Bab ini memuat mengenai prilaku masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dalam menjaga ketenteraman dan perilaku apa yang 

dilarang dilakukan. 

5. Perlindungan Masyarakat 

Bab Perlindungan Masyarakat memuat mengenai keterlibatan 

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) baik 

pembentukan dan tugasnya. 

6. Pencegahan, Pengawasan dan Penertiban 

Bab ini memuat upaya pencegahan dan pelaksanaan 

pengawasan dan penertiban atas tindakan atau pelanggaran 

dari penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat. 
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a. Pencegahan 
 

Pada bagian ini, diatur bahwa Satpol PP dalam melakukan 

pencegahan gangguan terhadap Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan: 
 

1) pendidikan; 
 

2) sosialisasi; dan 
 

3) bimbingan teknis. 
 

b. Pengawasan 
 

Upaya pengawasan atas penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dan dilakukan 

melalui beberapa cara, diantaranya: 
 

1) pengamanan terhadap fasilitas pemerintahan, ruang 

terbuka hijau, tempat umum, dan fasilitas sosial. 
 

2) kegiatan patroli; dan/atau 
 

3) pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 

Masyarakat. 
 

Dalam hal melaksanakan upaya pengawasan, Pemerintah 

Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk 

melaksanakan kegiatan pengawasan. 

 

c. Penertiban 
 

Tindakan penertiban merupakan upaya terakhir yang 

dilakukan oleh Satpol PP berkaitan dengan penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 

Masyarakat. Tindakan penertiban ini dilaksanakan 

berdasarkan 4 (empat) hal, yaitu: 
 

1) operasi tangkap tangan; 
 

2) laporan masyarakat; 
 

3) hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau 
 

4) laporan instansi terkait. 
 

Cara yang dapat dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan 

penertiban adalah: 
 

1) pemberian sanksi administratif; dan/atau 
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2) meneruskan kepada proses litigasi yang menjadi wewenang 

PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

 
7. Kerja Sama 

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di 

Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak 

terkait antara lain: 

a. antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota lainnya; 

b. instansi vertikal; dan/atau 

c. pihak lainnya. 

Kerja sama diselenggarakan dengan memperhatikan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip 

kerja sama dan saling menguntungkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

8. Partisipasi Masyarakat 

 
Partisipasi masyarakat merupakan hal penting lainnya yang 

wajib diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Bahwa 

tanggung jawab untuk meciptakan kondisi lingkungan yang 

tertib, bersih dan indah tidak hanya dapat diserahkan kepada 

pemerintah daerah, namun juga merupakan tanggung jawab 

semua pihak secara bersama-sama. 
 

Dalam bab ini akan dijabarkan kewajiban masyarakat untuk 

berperan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Peran serta 

masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya: 
 

a. penyampaian aspirasi; 

b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya 

pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban 

Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; 
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c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi 

pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban        

Umum,        Ketenteraman        dan Perlindungan 

Masyarakat; 

d. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan  terciptanya Perlindungan Masyarakat 

di lingkungannya; 

e. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan 

masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban 

Umum,        Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di 

lingkungannya; 

f. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku 

tidak tertib di lingkungannya; dan 

g. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di 

lingkungannya. 
 

Dalam hal terdapat masyarakat yang berpartisipasi dengan 

melaporkan suatu perbuatan atau kejadian yang dapat 

menggangu Ketertiban dan ketenteraman yang dilakukan oleh 

seseorang maka pemerintah daerah memberikan jaminan 

keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor tersebut 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

9. Pembiayaan 

Bab ini mengatur mengenai Pembiayaan untuk Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 

Masyarakat bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Sanksi Administratif 

Sanksi administrative diberikan terhadap pelanggaran atas 

ketentuan dalam rancangan Peraturan Daerah ini berupa: 

a. teguran lisan;  

b. peringatan tertulis; 
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c. tindakan daya paksa polisional; dan/atau 

d. denda adminsitratif. 

Dalam hal Tindakan paksa polisional meliputi: 

a. penghentian kegiatan; 

b. penyegelan; 

c. penyitaan; dan/atau  

d. pembongkaran. 

 
11. Ketentuan Penyidikan 

Ketentuan ini mengatur mengenai kewenangan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan 

terhadap pelanggaran yang dikakukan atas ketentuan yang 

terdapat Peraturan Daerah ini. PPNS yang dimaksud adalah 

PPNS tertentu yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah 

yang dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang: 
 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran 

peraturan daerah; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
 

i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 

pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI 
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memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 

tersangka atau keluarganya; dan 
 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Terhadap tugas dan kewenangannya tersebut, PPNS 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala 

Satpol PP. 

 
 

12. Ketentuan Pidana 

Selain dapat dikenakan sanksi administratif, pelanggaran 

terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman 

dan perlindungan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana. 

Bab inilah yang nantinya akan mengatur mengenai sanksi 

pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah. 

 

13. Ketentuan Penutup 

Bab ini memuat ketentuan mulai berlakunya Peraturan 

Daerah dan berisi perintah untuk pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

agar setiap orang mengetahuinya.  
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BAB VI 

 
PENUTUP 

 
 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan 

Perlindungan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa: 
 

1. Masih terdapat persoalan mengenai penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat 

di Kota Bontang. Diantaranya yaitu masih terdapatnya angka 

pelanggaran dan belum adanya produk hukum daerah yang 

secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai hal 

tersebut. 
 

2. Pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat untuk 

memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.  

3. Ada tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam 

pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Pertama 

pertimbangan filosofis bahwa untuk mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, 

perlu pengaturan berasaskan kepastian hukum yang mampu 

memberikan perlindungan kepada masyarakat perlu dibentuk  

perda yang merupakan perwujudan perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi warga negara oleh negara sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I 

ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua 

pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak 

asasi manusia. Kedua pertimbangan sosiologis bahwa 

perkembangan Kota Bontang yang semakin meningkat 

berdampak pada kehidupan dalam masyarakat sehingga 

Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu 
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bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sehingganya 

perlu dibentuk peraturan yang dapat memberikan rambu-

rambu sekaligus kontrol sosial masyarakat dalam berinteraksi 

dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Dan Ketiga 

pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat 

merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah meskipun cukup banyak regulasi yang 

mengatur ketersinggungan penyelenggaraan ketertiban, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat, namun belum 

terdapat satu regulasi di Kota Bontang yang secara khusus 

dan komprehensif mengatur soal penyelenggaraan ketertiban, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat. 
 

4. Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini 

secara umum adalah terlaksananya penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat 

di Kota Bontang yang berkepastian hukum. Dengan sasaran 

bahwa kedepan Kota Bontang akan menjadi Kota yang tertib, 

tenteram dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. 

Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut jangkauan 

pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini meliputi 

asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan 

penyelenggaraan ketertiban umum yang meliputi tertib jalan 

dan/atau trotoar dan angkutan jalan, tertib ruang terbuka 

hijau,tempat umum dan fasilitas umum, tertib sungai, danau, 

dan saluran air, tertib bangunan, tertib pemilik dan penghuni 

bangunan, tertib sosial, tertib perizinan, tertib tempat dan 

usaha tertentu, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib 

bulan ramadhan, tertib pemanfaatan aset milik daerah dan 

tertib kesehatan, penyelenggaraan kententeraman, 

perlindungan masyarakat, tindakan pencegahan, pengawasan 
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dan penertiba, partisipasi masyarakat, sanksi administratif 

ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. 

 
B. Saran 

Berdasarkan uraian diatas, adapun saran yang disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 

Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian 

dari Raperda yang menggambarkan secara umum  ruang lingkup 

materi muatan dalam Raperda. Oleh karena itu, perlu 

memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang 

selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. 

2. Mengingat pentingnya rancangan peraturan daerah ini untuk 

segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang 

dan Pemerintah Kota Bontang dapat bekerja sama, 

memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan 

raperda sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat 

dan tepat. 

3. Untuk menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat 

s perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar 

raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan 

peraturan perundang-undangan. 
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